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ABSTRAK
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN ONLINE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA DUMAI
NAMA : SILTIA HELMA RIDA
NIM : 2110090811043
Kualitas pelayanan merupakan ukuran sejauh mana pelayanan publik mampu memenuhi harapan serta kebutuhan masyarakat. Latar belakang penelitian ini didasari oleh tuntutan reformasi birokrasi yang menekankan pelayanan publik yang cepat, transparan, efisien, dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran sistem Online Single Submission (OSS) diharapkan dapat menyederhanakan prosedur perizinan, meminimalisir interaksi langsung antara masyarakat dengan aparatur, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang membutuhkan layanan perizinan.
Namun, terdapat beberapa gejala masalah dalam penerapannya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai, antara lain gangguan stabilitas jaringan internet, hilangnya data yang telah diinput, serta kegagalan login yang membuat proses pelayanan belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan perizinan online pada DPMPTSP Kota Dumai serta mengetahui dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat melalui penerapan sistem OSS.
Analisis penelitian menggunakan teori kualitas pelayanan publik menurut Ismail Nurdin (2019), yang meliputi lima indikator, yaitu: (1) sarana pelayanan yang menunjang pemberian layanan, (2) keandalan metode dan sistem pelayanan yang efektif dan efisien, (3) jaminan keamanan serta privasi data layanan, (4) harga layanan yang adil, terjangkau, dan proporsional, serta (5) empati melalui hubungan yang baik, menghargai, dan menghormati masyarakat sebagai penerima layanan. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan OSS di DPMPTSP Kota Dumai secara umum telah berjalan baik, ditandai dengan kemudahan akses, efisiensi waktu, transparansi, keamanan data, serta kebijakan layanan gratis yang meringankan beban masyarakat. Meski demikian, kendala teknis dan jaringan masih menjadi hambatan yang harus segera diatasi. Secara keseluruhan, keberadaan OSS memberi dampak positif terhadap peningkatan efisiensi pelayanan, kepastian prosedur, dan transparansi birokrasi publik, meskipun tetap diperlukan upaya perbaikan berkelanjutan.
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I. 
BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Di era globalisasi, perkembangan teknologi semakin pesat dan merambah hampir semua aspek kehidupan, termasuk kebutuhan manusia akan informasi berbasis internet. Tingginya permintaan akan data yang akurat mendorong masyarakat untuk memanfaatkan berbagai platform digital yang semakin mudah dijangkau melalui jaringan internet. Kemajuan ini tidak hanya memudahkan pertukaran informasi, tetapi juga mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perkembangan teknologi informasi berbasis digital, telah banyak diadopsi masyarakat secara global. Hal ini mendorong aparatur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memanfaatkan inovasi ini dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. 
Dalam memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak masyarakat terhadap barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang ini menjadi landasan hukum sekaligus pedoman dalam pengaturan layanan publik yang efektif dan berkualitas. Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang memenuhi hak-hak dan kebutuhan dasar masyarakat. Ruang lingkup pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut meliputi pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, serta pelayanan administratif.
Pada hakikatnya, pelayanan publik mencakup seluruh aktivitas yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Transformasi digital ini tidak hanya mempercepat proses layanan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.
Untuk mempermudah akses layanan perizinan bagi masyarakat, pemerintah menginstruksikan seluruh kepala daerah agar segera menerapkan pola pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Kebijakan ini diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang bertujuan untuk mendorong percepatan pelayanan perizinan yang lebih efisien, transparan, dan terkoordinasi melalui sistem terpadu dalam satu pintu.
Pelayanan perizinan merupakan salah satu jenis layanan yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat, dengan tujuan utama untuk mengatur, mengendalikan, serta mengawasi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh individu, badan usaha, atau organisasi yang memerlukan legalitas formal. Proses perizinan ini penting sebagai bagian dari upaya negara untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan. Pelayanan perizinan mencakup berbagai sektor yang sangat penting bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan, seperti sektor pembangunan, perdagangan, industri, perumahan, dan perlindungan lingkungan hidup. Setiap sektor tersebut memiliki peraturan khusus yang mengatur jenis izin yang diperlukan, prosedur pengajuannya, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi.
Di Kota Dumai, pelayanan perizinan dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang bertanggung jawab dalam memproses berbagai jenis perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di daerah tersebut. 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 dan tugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tertuang di dalam Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 Bab IV Pasal 4 yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Keberadaan DPMPTSP di Kota Dumai diharapkan dapat memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi dalam pengurusan berbagai jenis perizinan, baik untuk kepentingan individu maupun dunia usaha.
DPMPTSP Kota Dumai menyediakan berbagai jenis layanan perizinan untuk mendukung kegiatan usaha dan pelayanan publik. Jenis-jenis perizinan ini meliputi berbagai sektor yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Berikut adalah jenis-jenis pelayanan perizinan yang tersedia di DPMPTSP Kota Dumai:
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Tabel I.1
Jenis Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kota Dumai
	No
	Jenis Izin
	Penjelasan

	1
	Izin Praktik Bidan
	Izin bagi bidan untuk menjalankan praktik mandiri atau di fasilitas kesehatan.

	2
	Izin Praktik Dokter Spesialis
	Dokumen legal bagi dokter spesialis untuk membuka praktik.

	3
	Izin Praktik Dokter Umum
	Izin bagi dokter umum untuk menjalankan praktik medis secara mandiri atau di klinik.

	4
	Izin Praktik Dokter Gigi
	Izin bagi dokter gigi untuk membuka praktik gigi.

	5
	Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis
	Izin khusus bagi dokter gigi dengan spesialisasi tertentu.

	6
	Izin Praktik Perawat Mandiri
	Izin bagi perawat yang ingin membuka praktik secara independen.

	7
	Izin Praktik Terapi Wicara
	Izin bagi tenaga terapi wicara dalam menangani gangguan komunikasi dan bicara.

	8
	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
	Izin bagi tenaga kesehatan yang membantu perawatan gigi dan mulut.

	9
	Izin Praktik Fisioterapis
	Izin bagi fisioterapis untuk menangani rehabilitasi fisik pasien.

	10
	Izin Praktik Refraksionis Optisian
	Izin bagi tenaga yang menangani pemeriksaan dan koreksi penglihatan.

	11
	Izin Praktik Tukang Gigi
	Izin bagi tukang gigi yang memberikan layanan pembuatan dan pemasangan gigi tiruan.

	12
	Izin Praktik Apoteker (SIPA)
	Surat izin bagi apoteker untuk menjalankan praktik kefarmasian.

	13
	Izin Pengobatan Tradisional
	Izin untuk tenaga yang menjalankan pengobatan tradisional berbasis kearifan lokal.

	14
	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
	Izin bagi tenaga teknis kefarmasian yang bekerja di apotek atau fasilitas kesehatan lainnya.

	15
	Izin Penggunaan Racun Api
	Izin khusus untuk penyimpanan dan penggunaan alat pemadam kebakaran berbasis racun api.

	16
	Izin Perubahan Penggunaan Tanah
	Persetujuan resmi terkait perubahan peruntukan lahan/tanah.

	17
	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
	Izin untuk memastikan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah.

	18
	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
	Izin bagi tenaga laboratorium medis untuk menjalankan praktik.

	19
	Izin Praktik Penata Anestesi (SIP-PA)
	Izin bagi tenaga penata anestesi dalam menangani prosedur pembiusan.

	20
	Izin Praktik Sanitarian (SIP-SAN)
	Izin bagi tenaga sanitarian yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan lingkungan.

	21
	Izin Praktik Nutrisions/Tenaga Gizi (SIP-NUT)
	Izin bagi ahli gizi dalam memberikan layanan konsultasi gizi.

	22
	Izin Praktik Radiografer (SIP-RAD)
	Izin bagi tenaga radiografer untuk menangani pemeriksaan radiologi.

	23
	Izin Praktik Perekam Medis (SIP-PERMED)
	Izin bagi tenaga perekam medis yang bertanggung jawab dalam pencatatan data medis pasien.

	24
	Surat Keterangan Retribusi Daerah IMB
	Dokumen terkait pembayaran retribusi daerah untuk izin mendirikan bangunan.

	25
	Surat Keterangan Penelitian (SKP)
	Izin resmi untuk melakukan penelitian di wilayah tertentu.

	26
	Izin Klinik Pemerintahan
	Izin pendirian dan operasional klinik yang dikelola oleh pemerintah.

	27
	Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
	Izin bagi organisasi sosial yang berfokus pada pelayanan kesejahteraan masyarakat.

	28
	Izin Fisikawan Medik
	Izin bagi tenaga fisikawan medis yang berperan dalam penggunaan teknologi kesehatan seperti radioterapi.

	29
	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
	Izin untuk mendirikan sekolah dasar dan menengah.

	30
	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
	Izin bagi lembaga pendidikan nonformal seperti bimbingan belajar, kursus, dll.

	31
	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
	Izin untuk mendirikan lembaga pendidikan anak usia dini seperti TK atau PAUD.

	32
	Izin Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Lembaga Pendidikan Asing Indonesia (IP3LPAI)
	Izin bagi lembaga pendidikan asing yang beroperasi di Indonesia.

	33
	Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (SIPTPKIP)
	Izin bagi tenaga yang bergerak di bidang promosi kesehatan dan perubahan perilaku masyarakat.

	34
	Izin Praktik Tenaga Epidemiologi Kesehatan (SIPTEK)
	Izin bagi tenaga epidemiologi dalam menganalisis penyebaran penyakit.

	35
	Izin Praktik Teknisi Elektromedis (SIP-E)
	Izin bagi teknisi yang menangani alat-alat kesehatan berbasis elektromedis.

	36
	Izin Praktik Psikologi Klinis
	Izin bagi psikolog klinis dalam memberikan layanan konsultasi dan terapi psikologi.

	37
	Izin Praktik Transfusi Darah
	Izin bagi tenaga yang menangani proses transfusi darah.

	38
	Izin Praktik Okupasi Trapis
	Izin bagi terapis okupasi yang membantu pasien dengan gangguan aktivitas sehari-hari.

	39
	Izin Praktik Ortotis Prostetis
	Izin bagi tenaga yang membuat dan menangani alat bantu ortotik dan prostetik.

	40
	Izin Praktik Teknisi Gigi
	Izin bagi teknisi yang bekerja dalam pembuatan gigi tiruan dan alat ortodonti.

	41
	Izin Praktik Asisten Penata Anestesi
	Izin bagi tenaga asisten anestesi yang membantu dokter anestesi.

	42
	Surat Keterangan Pembangunan Perumahan  Sederhana Sehat Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
	Dokumen izin bagi pengembang yang membangun perumahan bersubsidi.


Sumber Data: DPMPTSP Kota Dumai 2025

Tabel I.1 di atas, menyajikan berbagai jenis pelayanan perizinan yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai. Dengan sistem perizinan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, diharapkan masyarakat serta pelaku usaha dapat memperoleh layanan yang cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, keberagaman jenis izin tersebut menunjukkan bahwa DPMPTSP tidak hanya berperan dalam memberikan pelayanan di bidang usaha dan investasi, tetapi juga mencakup sektor kesehatan, pendidikan, sosial, hingga pembangunan infrastruktur. Hal ini membuktikan bahwa DPMPTSP menjadi lembaga strategis dalam mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah.
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, pemerintah Indonesia telah meluncurkan sistem perizinan berbasis digital, salah satunya adalah Online Single Submission (OSS). Aplikasi OSS merupakan platform terintegrasi yang memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan perizinan secara online dengan proses yang lebih cepat dan transparan. Sistem ini dirancang untuk menyederhanakan prosedur perizinan dengan mengurangi birokrasi dan meminimalisir interaksi langsung antara pemohon dan instansi pemerintah. Keberadaan OSS juga mendukung percepatan investasi, karena seluruh proses mulai dari pendaftaran hingga penerbitan izin dapat diselesaikan dalam satu platform. Dengan demikian, OSS menjadi solusi efektif untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan perizinan.
Selain OSS, DPMPTSP Kota Dumai juga mengimplementasikan Sistem Perizinan Elektronik Terpadu (Siperi) sebagai bagian dari inovasi pelayanan publik di tingkat daerah. Siperi dirancang khusus untuk mengakomodasi kebutuhan perizinan lokal, seperti izin praktik, izin usaha, dan izin kesehatan. Sistem ini memungkinkan masyarakat mengakses layanan perizinan kapan saja dan di mana saja aplikasi mobile. 
Untuk memahami lebih lanjut tentang perizinan apa saja yang dapat di terbitkan melalui sistem OSS dan SIPERI, berikut disajikan daftar jenis-jenis perizinan yang diterbitkan melalui sistem OSS dan SIPERI oleh DPMPTSP Kota Dumai:



Tabel I.2
Jenis-Jenis Perizinan Yang Diterbitkan Melalui Sistem OSS dan SIPERI
	No
	Jenis Perizinan
	Sistem
	Keterangan
	Contoh Izin

	1

	Izin Usaha
	OSS
	Mencakup izin usaha berbagai sektor seperti industri dan perdagangan.
	NIB (Nomor Induk Berusaha), IUP (Izin Usaha Perdagangan), IUI (Izin Usaha Industri)

	2
	Izin Lokasi
	OSS
	Izin yang menyatakan lokasi usaha sesuai dengan tata ruang wilayah.
	PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)

	3
	Izin Lingkungan
	OSS
	Izin untuk memastikan usaha tidak mencemari atau merusak lingkungan.
	SPPL, UKL-UPL

	4
	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
	OSS
	Izin untuk membangun atau mengubah bangunan tempat usaha.
	PBG, Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

	5
	Izin Operasional
	OSS
	Izin lanjutan yang dibutuhkan untuk mulai operasional usaha.
	Izin Operasional Klinik, Izin Operasional Rumah Makan

	6
	Pendaftaran Usaha
	OSS
	Pendaftaran untuk legalitas awal semua skala usaha.
	Pendaftaran UMKM, Sertifikat Standar Usaha Mikro & Kecil

	7
	Verifikasi Dokumen
	OSS
	Pemeriksaan kelengkapan dokumen standar usaha atau produk.
	Verifikasi Sertifikat Halal, SNI, Sertifikat BPOM

	8
	Izin Praktik
	SIPERI 
	Izin untuk tenaga kesehatan atau profesi tertentu agar bisa melakukan praktik.
	SIP Dokter, SIP Bidan, SIP Perawat

	9
	Izin Reklame
	SIPERI 
	Izin untuk pemasangan media iklan di ruang publik.
	Izin Reklame Billboard, Spanduk

	10
	Izin Trayek
	SIPERI 
	Izin penyelenggaraan angkutan umum pada jalur tertentu.
	Izin Trayek Angkutan Kota

	11
	Izin Keramaian
	SIPERI 
	Izin untuk penyelenggaraan kegiatan masyarakat dalam skala tertentu.
	Izin Keramaian Acara Musik, Turnamen Olahraga

	12
	Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
	SIPERI
	Izin khusus bagi usaha kecil dan mikro yang tidak terintegrasi OSS.
	IUMK Warung, Usaha Home Industry

	13
	Izin Persyaratan Teknis Lain
	SIPERI 
	Izin yang dikeluarkan berdasarkan regulasi teknis daerah.
	Izin Penggunaan Fasilitas Publik, Izin Bengkel


Sumber Data: DPMPTSP Kota Dumai 2025

Berdasarkan Tabel I.2 Jenis-Jenis Perizinan yang Diterbitkan Melalui Sistem OSS dan SIPERI, terlihat bahwa proses perizinan di Kota Dumai pada dasarnya terbagi ke dalam dua sistem utama, yakni OSS (Online Single Submission) dan SIPERI (Sistem Perizinan Terintegrasi). Kedua sistem ini memiliki peran dan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perizinan.
Pada sistem OSS, fokus perizinan lebih diarahkan kepada kegiatan usaha yang sifatnya berskala nasional dan menyangkut legalitas formal perusahaan maupun pelaku usaha. Hal ini tercermin dari jenis izin yang tersedia, seperti Izin Usaha, Izin Lokasi, Izin Lingkungan, hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Tidak hanya itu, OSS juga mencakup perizinan lanjutan seperti Izin Operasional, Pendaftaran Usaha, maupun Verifikasi Dokumen. Jenis-jenis izin ini diperlukan agar setiap usaha yang beroperasi dapat dipastikan legal, sesuai dengan tata ruang, tidak menimbulkan pencemaran, dan memenuhi standar yang telah ditentukan pemerintah. Kehadiran OSS membuat proses perizinan menjadi lebih cepat, transparan, dan terintegrasi secara nasional. Dengan kata lain, melalui OSS, pelaku usaha di Kota Dumai tidak perlu lagi mengurus izin secara terpisah di berbagai instansi, tetapi cukup melalui satu sistem yang sudah terkoneksi.

Sementara itu, sistem SIPERI lebih banyak digunakan untuk perizinan yang bersifat spesifik di tingkat daerah. Jenis perizinan dalam SIPERI misalnya Izin Praktik bagi tenaga kesehatan, Izin Reklame untuk pemasangan iklan di ruang publik, Izin Trayek bagi angkutan umum, hingga Izin Keramaian untuk kegiatan masyarakat. Selain itu, terdapat juga Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang diperuntukkan bagi pelaku usaha skala kecil dan rumah tangga yang belum terintegrasi ke dalam OSS. Adapun beberapa izin teknis lain juga masih dikelola melalui SIPERI sesuai regulasi dan kebutuhan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa SIPERI berfungsi untuk mengakomodasi izin yang sifatnya lokal dan kontekstual, sehingga tetap selaras dengan kondisi serta aturan yang berlaku di Kota Dumai.
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perizinan melalui OSS dan SIPERI memiliki ruang lingkup yang berbeda. OSS lebih menekankan pada izin yang bersifat nasional, formal, dan terintegrasi, sementara SIPERI menangani izin yang spesifik, teknis, dan berbasis kebutuhan daerah. Kehadiran dua sistem ini memberikan keseimbangan dalam pelayanan perizinan, di satu sisi mendukung iklim investasi yang kondusif dengan prosedur yang sederhana, dan di sisi lain tetap memperhatikan kepentingan masyarakat lokal melalui pengaturan izin teknis di daerah. Pada akhirnya, keberadaan OSS dan SIPERI di DPMPTSP Kota Dumai diharapkan mampu menciptakan pelayanan yang lebih profesional, transparan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat maupun pelaku usaha terhadap pemerintah daerah.
Untuk mengetahui bagaimana proses pelayanan perizinan OSS berjalan, tentu perlu dipahami terlebih dahulu alur dan langkah-langkah yang harus dilalui oleh masyarakat saat mengajukan izin. Proses ini biasanya sudah diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi acuan bagi pemohon dan petugas dalam melaksanakan setiap tahapan pelayanan perizinan. Berikut ini adalah SOP pelayanan perizinan secara online melalui OSS yang dirangkum dalam bentuk tabel:


Tabel I.3
SOP Pelayanan Perizinan Online di DPMPTSP Kota Dumai
	No
	Tahapan
	Penjelasan
	Pelaksana
	Waktu
	Output

	1
	Akses Sistem
	Pemohon mengakses laman OSS (https://www.oss.go.id) atau aplikasi Siperi DPMPTSP Dumai
	Pemohon
	1 Hari
	Akun aktif/akses sistem

	2
	Pengisian Data dan Pengajuan Permohonan
	Pemohon mengisi formulir, melengkapi data identitas, dan memilih jenis izin
	Pemohon
	1–2 Hari
	Data permohonan lengkap

	3
	Unggah Dokumen Persyaratan
	Pemohon mengunggah dokumen seperti NIK, NPWP, dan dokumen teknis pendukung
	Pemohon
	1 Hari
	Dokumen terunggah dalam system

	4
	Verifikasi dan Validasi Dokumen
	Petugas memeriksa kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian dokumen dengan jenis izin
	Petugas DPMPTSP
	2–3 Hari kerja
	Status “Terverifikasi” atau “Perlu Perbaikan”

	5
	Penilaian Komitmen Izin
	Jika diperlukan, pemohon melengkapi komitmen teknis (misalnya izin lingkungan, BPJS, dll)
	Pemohon / Petugas teknis
	Maks. 5 Hari kerja
	Komitmen izin dipenuhi

	6
	Penerbitan Izin
	Jika semua tahapan lolos, sistem atau petugas menerbitkan dokumen izin secara elektronik

	Sistem OSS/Siperi & DPMPTSP
	1 Hari kerja
	Izin terbit dan dapat diunduh

	7
	Notifikasi dan Pengambilan Dokumen
	Pemohon menerima notifikasi via email/akun dan dapat mengunduh izin atau mencetaknya
	Sistem & Pemohon
	Real-time
	Dokumen izin sah

	8
	Dokumentasi dan Arsip Digital
	Data permohonan dan izin disimpan dalam sistem DPMPTSP
	Sistem & Admin DPMPTSP
	Berkelanjutan
	Arsip digital permohonan izin

	9
	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan
	DPMPTSP melakukan evaluasi terhadap waktu layanan, kepuasan, dan hambatan proses
	Tim Evaluasi DPMPTSP
	Bulanan/Triwulan
	Laporan evaluasi pelayanan


Sumber Data: DPMPTSP Kota Dumai 2025
Berdasarkan Tabel I.3 SOP Pelayanan Perizinan Online di DPMPTSP Kota Dumai, dapat dijelaskan bahwa prosedur pelayanan perizinan telah diatur secara sistematis melalui beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pemohon maupun petugas. Tahap awal dimulai dari akses sistem, di mana pemohon terlebih dahulu membuka laman OSS (https://www.oss.go.id) atau aplikasi Siperi DPMPTSP Dumai untuk membuat akun dan memperoleh akses layanan. Proses ini relatif cepat, dengan estimasi waktu satu hari hingga akun aktif dapat digunakan.
Tahap berikutnya adalah pengisian data dan pengajuan permohonan, di mana pemohon melengkapi formulir identitas dan memilih jenis izin yang dibutuhkan. Proses ini biasanya memakan waktu satu hingga dua hari agar data permohonan dapat tercatat dengan lengkap. Setelah itu, pemohon melanjutkan ke tahap unggah dokumen persyaratan, seperti KTP, NPWP, serta dokumen teknis lain yang diperlukan sesuai dengan jenis izin. Tahap ini memerlukan waktu satu hari dan berfungsi untuk memastikan seluruh berkas administratif terekam dalam sistem.
Selanjutnya, dokumen yang telah diunggah akan masuk ke tahap verifikasi dan validasi oleh petugas DPMPTSP. Pada tahap ini, petugas meneliti kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen dengan ketentuan perizinan. Hasil dari verifikasi ini akan memberikan status “terverifikasi” atau sebaliknya “perlu perbaikan,” dengan estimasi waktu penyelesaian dua hingga tiga hari kerja. Apabila izin yang diajukan mensyaratkan komitmen teknis tambahan, maka pemohon harus memenuhi tahapan penilaian komitmen izin, misalnya terkait izin lingkungan, BPJS, atau persyaratan teknis lainnya. Tahapan ini dapat memakan waktu hingga lima hari kerja.
Jika seluruh tahapan sudah terpenuhi, maka masuk pada tahap penerbitan izin, di mana sistem OSS atau Siperi bersama petugas DPMPTSP akan menerbitkan dokumen izin secara elektronik dalam waktu satu hari kerja. Setelah izin terbit, sistem akan memberikan notifikasi kepada pemohon melalui email atau akun OSS/Siperi, dan pemohon dapat langsung mengunduh serta mencetak dokumen izin yang sah.
Tidak hanya berhenti pada penerbitan izin, DPMPTSP juga mengatur tahap dokumentasi dan arsip digital. Semua data permohonan dan izin yang telah diterbitkan disimpan secara berkelanjutan dalam sistem untuk memudahkan administrasi serta pengawasan. Sebagai penutup, terdapat tahapan monitoring dan evaluasi pelayanan yang dilakukan secara rutin, baik bulanan maupun triwulanan. Evaluasi ini mencakup penilaian waktu layanan, tingkat kepuasan pemohon, hingga hambatan yang dihadapi dalam proses perizinan, dengan output berupa laporan evaluasi pelayanan.
Dengan alur SOP yang jelas tersebut, dapat dipahami bahwa pelayanan perizinan online di DPMPTSP Kota Dumai telah disusun secara transparan, akuntabel, dan efisien, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas layanan publik serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Pengguna layanan perizinan online pada DPMPTSP Kota Dumai, baik itu OSS maupun SIPERI memiliki jumlah yang berbeda disetiap bulannya. Jumlah pengguna layanan perizinan online pada DPMPTSP Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel I.4
Jumlah Pengguna Layanan Perizinan Online pada tahun 2025
	No
	Bulan
	Jumlah Izin melalui OSS
	Jumlah Izin melalui SIPERI
	Total Izin Diterbitkan

	1
	Januari
	85
	42
	127

	2
	Februari
	78
	35
	113

	3
	Maret
	92
	40
	132

	4
	April
	88
	37
	125

	5
	Mei
	95
	45
	140

	6
	Juni
	90
	39
	129

	
	Jumlah
	528
	238
	766


Sumber Data: DPMPTSP Kota Dumai 2025
Tabel I.4 di atas, menunjukkan jumlah pengguna layanan perizinan online yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai pada tahun 2025, khususnya dari bulan Januari sampai Juni. Ada dua jenis sistem layanan yang digunakan masyarakat, yaitu OSS (Online Single Submission) dan Sistem Perizinan Elektronik Terpadu (SIPERI).
Dari data diatas terlihat bahwa masyarakat lebih banyak menggunakan layanan perizinan melalui OSS dibandingkan dengan SIPERI. Selama enam bulan, jumlah izin yang diterbitkan melalui OSS sebanyak 528 izin, sedangkan melalui SIPERI hanya 238 izin. Perbedaan ini cukup jauh dan terlihat konsisten setiap bulannya.
Berdasarkan hal tersebut, penulis akan memfokuskan isi dari skripsi ini pada pelayanan perizinan melalui OSS saja. Hal ini karena, pelayanan perizinan OSS lebih sering digunakan oleh masyarakat, sehingga diharapkan pembahasan dalam penelitian ini bisa lebih mendalam, relevan, dan menggambarkan kondisi pelayanan yang benar-benar dirasakan oleh pengguna.
Dalam proses pelayanan perizinan online melalui sistem OSS, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon. Persyaratan ini merupakan komponen utama yang menentukan kelengkapan dan keabsahan permohonan izin, serta menjadi dasar bagi sistem maupun petugas dalam melakukan verifikasi hingga penerbitan izin usaha. Dengan demikian, pemenuhan dokumen dan data pendukung menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan agar proses perizinan dapat berjalan lancar. Oleh karena itu, tabel berikut menyajikan secara rinci Persyaratan Pelayanan Perizinan Online di DPMPTSP Kota Dumai melalui Sistem OSS: 






Tabel I.5
Persyaratan Pelayanan Perizinan Online Melalui Sistem OSS di DPMPTSP Kota Dumai 
	No
	Persyaratan (OSS)
	Keterangan

	1
	Nomor Induk Kependudukan (NIK)
	Digunakan untuk verifikasi identitas pemohon

	2
	Nomor pengesahan akta pendirian/badan usaha
	Dokumen legalitas badan usaha yang didaftarkan

	3
	Pengisian data lengkap di laman OSS
	Melakukan registrasi dan pengajuan izin melalui https://www.oss.go.id

	4
	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nomor yang diterbitkan setelah pendaftaran OSS sebagai identitas usaha

	5
	NPWP
	Nomor Pokok Wajib Pajak, bisa dibantu prosesnya melalui OSS jika belum memiliki

	6
	Dokumen pendukung sesuai jenis izin
	Contoh: dokumen lingkungan, surat keterangan domisili, izin teknis, dll

	7
	Pendaftaran dan pemenuhan komitmen izin
	Memenuhi persyaratan dan komitmen yang tercantum dalam checklist OSS

	8
	Terdaftar di BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
	Syarat tambahan untuk izin tertentu yang melibatkan tenaga kerja


Sumber Data: DPMPTSP Kota Dumai 2025
Tabel I.5 di atas menjelaskan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam mengajukan perizinan melalui sistem OSS. Setiap persyaratan memiliki fungsi tertentu dalam memastikan keabsahan data dan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam proses perizinan. Secara umum, persyaratan ini mencakup informasi identitas pribadi, legalitas usaha, hingga kelengkapan administratif dan teknis sesuai dengan jenis izin yang diajukan.
Adapun persyaratan melalui sistem OSS yang pertama adalah, pemohon wajib mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai alat verifikasi identitas, serta nomor pengesahan akta pendirian atau badan usaha yang menunjukkan legalitas entitas usaha yang didaftarkan. Selanjutnya, pengisian data yang lengkap di laman OSS (https://www.oss.go.id) menjadi syarat utama dalam proses registrasi dan pengajuan izin. Setelah data lengkap diverifikasi, sistem akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai identitas resmi suatu usaha.
Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga diperlukan untuk keperluan perpajakan, di mana proses pendaftarannya dapat dibantu melalui OSS bagi yang belum memiliki. Pemohon juga diwajibkan untuk melampirkan dokumen pendukung sesuai dengan jenis izin, seperti dokumen lingkungan, surat keterangan domisili, dan izin teknis lainnya yang relevan. Pemenuhan komitmen izin yang tercantum dalam sistem OSS juga merupakan bagian dari proses perizinan, yang perlu dipenuhi oleh pemohon sesuai dengan checklist yang tersedia.
Persyaratan terakhir yaitu terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan berlaku untuk jenis izin yang berkaitan dengan aktivitas usaha yang melibatkan tenaga kerja. Dengan adanya persyaratan yang terstruktur ini, proses perizinan melalui OSS tidak hanya bertujuan untuk mempermudah akses pelayanan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap usaha yang didaftarkan telah memenuhi standar legalitas dan perlindungan ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh pemerintah. 
Meskipun sistem OSS (Online Single Submission) telah diterapkan untuk mempermudah proses perizinan secara online, namun dalam pelaksanaannya di Kota Dumai masih ditemukan berbagai kendala yang dialami masyarakat. Berdasarkan data pengaduan yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai, sejumlah masyarakat melaporkan permasalahan saat menggunakan layanan OSS, baik dari segi teknis maupun pemahaman terhadap sistem.
Salah satu bentuk keluhan datang dari Bapak A***, yang mengaku mengalami kesulitan dalam memahami alur penggunaan sistem OSS saat ia ingin mengurus pendaftaran usaha. Ia merasa bingung ketika harus melakukan pendaftaran akun dan mengisi data usaha secara mandiri melalui sistem. Hal ini menggambarkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman digital yang cukup, sehingga kesulitan mengikuti prosedur pelayanan yang berbasis online.
Gambar I.1
Salah Satu Contoh Masalah Yang di Hadapi Penerima Layanan OSS
[image: ]
Sumber Data: DPMPTSP Kota Dumai 2025

Gambar I.1 diatas menunjukkan bahwa Ibu S*** mengalami gangguan teknis saat ingin login ke sistem OSS, ia mengaku tidak dapat login ke akun OSS miliknya untuk melihat progres izin usaha yang sedang diurus. Hal ini membuatnya harus datang ke kantor DPMPTSP untuk menyelesaikan kendala teknis tersebut.
Kemudian terdapat juga keluhan dari bapak M***** yang menyatakan bahwa surat izinnya lama siap, hal ini dikarenakan pihak dari DPMPTSP Kota Dumai menyatakan bahwa jaringan internet dari DPMPTSP Kota Dumai bermasalah. Hal ini mengakibatkan proses penyelesaian surat izinnya tertunda.
Pengaduan diatas mencerminkan bahwa masih ada sejumlah kendala dalam penerapan sistem OSS, baik dari sisi teknis sistem maupun kesiapan masyarakat dalam menggunakannya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi DPMPTSP Kota Dumai agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk menyediakan bantuan teknis yang mudah diakses serta sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan Online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kota Dumai”
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan dari hasil observasi, penulis menemukan beberapa gejala masalah yang berhubungan dengan Kualitas Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Dumai adalah sebagai berikut : 
1. Masih terdapat kendala pada stabilitas jaringan internet yang menyebabkan proses pelayanan perizinan online tidak selalu berjalan lancar.
1. Terdapat gangguan teknis dalam sistem OSS, seperti hilangnya data yang telah diinput dan kegagalan login, yang menghambat kelancaran proses perizinan.
Berdasarkan gejala-gejala masalah yang ditemukan diatas, maka penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kualitas pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Dumai?”
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui kualitas pelayanan perizinan online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kota Dumai.
1. Untuk mengetahui dampak dari kualitas pelayanan perizinan online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kota Dumai


1. Kegunaan Penelitian
1. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi DPMPTSP untuk menilai bagaimana kualitas pelayanan perizinan online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kota Dumai.
1. Sebagai bahan pengembangan dan penerapan ilmu administrasi negara terutama di bidang kualitas pelayanan publik.
b. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian dalam kasus yang sama.


BAB II

TELAAH PUSTAKA
A. Kerangka Teori
Kualitas dalam aspek pelayanan merupakan faktor penting dalam dunia bisnis maupun non-bisnis, di mana baik buruknya suatu layanan dapat memengaruhi kepuasan pelanggan serta citra sebuah perusahaan atau organisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kualitas diartikan sebagai tingkat baik atau buruknya sesuatu, derajat, atau mutu. Menurut (Fernandito & Shakti, 2019), kualitas tidak hanya dilihat dari hasil akhir yang diterima pelanggan, tetapi juga dari proses penyampaian layanan itu sendiri, seperti kecepatan, ketepatan, keramahan, dan responsivitas.
Ada banyak definisi mengenai kualitas, meskipun pada dasarnya memiliki makna yang serupa. Beberapa pengertian kualitas menurut para ahli yaitu:
Menurut Heizer & Render dalam (Ilham, 2012) : “Kualitas adalah keseluruhan fitur dan karakteristik produk atau jasa yang mampu memuaskan kebutuhan yang terlihat atau yang tersamar.” Sedangkan menurut Brotoharsojo dalam (Maryono, 2018) menyatakan bahwa kualitas berkaitan dengan taraf atau tingkat baik buruknya sesuatu.
Pasolong dalam (Muhammad & Wahyudi, 2023) mendefinisikan kualitas pada dasarnya merupakan kata yang menyandang arti administrative karena bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan tingkat penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan atau spesifikasinya. Bila persyaratan atau spesifikasi itu terpenuhi berarti kualitas sesuatu hal yang dimaksud dapat dikatakan baik, sebaliknya jika persyaratan tidak terpenuhi maka dapat dikatakan tidak baik. Kualitas didefinisikan sebagai memenuhi atau melebihi harapan seseorang.
Disisi lain pelayanan publik memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam lembaga pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Secara umum, pelayanan publik dapat diartikan sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan individu maupun masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap suatu organisasi, sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Menurut (Mustofa et al., 2024) pelayanan yang berkualitas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mendorong terciptanya kesejahteraan yang lebih merata.
Ratminto & Winarsih dalam (Dila Erlianti, 2019) menyebutkan bahwa pelayanan publik atau pelayanan umum adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di Lingkungan BUMN atau BUMD, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan
Menurut (Riani, 2021) pelayanan     publik     adalah     kegiatan     atau rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan   penduduk   atas   barang,   jasa,   dan/atau pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh penyelenggara    pelayanan    publik.
Menurut Sinambela dalam (Putra, 2021) pelayanan publik diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturaan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pendapat ini sejalan dengan pendapat menurut menurut Hardiyansyah dalam (Putra, 2021), yang mengatakan pelayanan publik adalah adalah pemberian layanan atau melayanai keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentiangan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditunjuk untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan.
Menurut Undang – undang Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 No. 25/2009, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Menurut Kasmir dalam (Suryantoro & Kusdyana, 2020) ciri – ciri pelayanan yang baik itu adalah ketika memiliki unsur – unsur sebagai berikut :
1. Tersedianya karyawan yang baik; 
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik; 
3. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal hingga akhir; 
4. Mampu melayani secara cepat dan tepat; 
5. Mampu berkomunikasi; 
6. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi; 
7. Memiliki pengetahuan dan kemampuan baik; 
8. Berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan);
9.  Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah (pelanggan).
(Maulidiah, 2014) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah hasil dari salah satu aktivitas lembaga birokrasi publik yang secara langsung diterima dan dirasakan oleh seluruh warga masyarakat yang dilayani, sehingga pelayanan publik merupakan rangkaian dari salah satu aktivitas dari tugas hakiki dan fungsi dasar dari pemerintah, baik dari sisi personal aparatur pemerintah maupun dari sisi kelembagaan organisasi pemerintah itu sendiri, untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan dari masyarakat, khususnya kebutuhan dasar dari warga negara, oleh karena itu manusia tidak akan pernah lepas dari ketergantungannya terhadap lembaga pemerintah.
Pelayanan perizinan online merupakan bentuk inovasi pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi dalam proses perizinan. Menurut (Sedarmayanti, 2018) pelayanan publik berbasis elektronik (e-government) adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
(Dwiyanto, 2011) menyatakan bahwa pelayanan publik berbasis online bertujuan untuk mengurangi tatap muka antara petugas dan masyarakat, sehingga dapat meminimalisir praktik-praktik penyimpangan seperti pungutan liar, mempercepat proses pelayanan, serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat.
Menurut (Kurniawan, 2005) pelayanan perizinan online adalah proses pemberian izin yang dilakukan melalui sistem elektronik, di mana pemohon dapat mengajukan permohonan, melengkapi persyaratan, dan memantau status permohonan secara daring (online). Sistem ini biasanya dilengkapi dengan fitur notifikasi, pelacakan status, serta arsip digital dokumen perizinan.
Kualitas pelayanan menjadi salah satu aspek penting dalam mencapai kepuasan pelanggan, baik di sektor publik maupun swasta. Secara umum, kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai kemampuan suatu layanan dalam memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir layanan, tetapi juga mencakup proses pemberian layanan itu sendiri, seperti keandalan, responsivitas, kepastian, empati, dan aspek-aspek fisik yang mendukung. Melalui pemahaman teori-teori mengenai kualitas pelayanan, penelitian ini akan membahas berbagai konsep, model, dan pendekatan yang relevan untuk meningkatkan mutu pelayanan secara berkelanjutan.
Menurut Triguno dalam (Nurdin, 2019) mengartikan kualitas sebagai standar yang harus dicapai oleh seorang, kelompok, lembaga, organisasi mengenai kualitas sumber daya manusia, kualitas cara kerja, proses dan hasil kerja atau produk yang berupa barang dan jasa. Berkualitas mempunyai arti memuaskan kepada yang dilayani atas tuntutan atau persyaratan pelanggan atau masyarakat.
Menurut (Nurdin, 2019) Kualitas pada dasarnya terkait dengan pelayanan yang terbaik, yaitu suatu sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan atau masyarakat secara memuaskan. Menurut Triguno dalam (Nurdin, 2019) pelayanan/penyampaian terbaik, yaitu melayani setiap saat, secara cepat dan memuaskan, berlaku sopan, ramah dan menolong, serta profesional dan mampu.
Menurut (Nurdin, 2019) pelayanan publik yang ideal harus memenuhi lima dimensi utama yaitu:
1. Sarana pelayanan dalam menunjang pemberian pelayanan:
Sarana pelayanan mencakup semua fasilitas fisik, peralatan, dan infrastruktur yang digunakan dalam proses pelayanan. Hal ini meliputi gedung, peralatan teknologi, sistem informasi, hingga kemudahan akses bagi pengguna layanan. Sarana yang memadai akan memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi publik dalam menerima layanan,
2. Keandalan terhadap metode sistem pelayanan yang efektif dan efisien:
Keandalan berkaitan dengan konsistensi dan ketepatan pelayanan yang diberikan. Artinya, layanan harus sesuai dengan janji dan standar yang telah ditetapkan. Metode dan sistem pelayanan harus efektif (mampu mencapai tujuan layanan) dan efisien (menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk hasil maksimal),
3. Jaminan akan keamanan dan privacy terhadap produk pelayanan:
Jaminan ini melibatkan keamanan data dan informasi pribadi pengguna layanan. Layanan yang baik harus memastikan bahwa semua data pengguna terlindungi dari kebocoran atau penyalahgunaan. Selain itu, pelayanan juga harus memberikan rasa aman secara fisik maupun psikologis kepada publik,
4. Harga produk layanan yang terjangkau dan proporsi serta adil:
Harga layanan harus sebanding dengan kualitas dan manfaat yang diberikan. Layanan harus terjangkau oleh semua kalangan, serta menerapkan prinsip proporsional dan adil, di mana tidak ada diskriminasi dalam menetapkan harga atau memberikan layanan,
5. Empati atau tingkat hubungan yang intens dan saling menghargai serta menghormati antara pemberi pelayanan dengan publik yang dilayani:
Empati mencerminkan kemampuan pemberi layanan untuk memahami kebutuhan dan kondisi publik yang dilayani. Ini mencakup sikap ramah, mendengarkan dengan baik, serta memberikan perhatian secara personal. Empati juga berarti adanya hubungan yang saling menghargai dan menghormati antara pemberi layanan dan penerima layanan.
Menurut Zeithaml dkk. dalam (Nurdin, 2019), Kualitas pelayanan dapat diukur dari lima dimensi, yaitu:
1. Tangibel (Berwujud):
Merujuk pada aspek-aspek fisik yang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung, seperti fasilitas fisik, perlengkapan, teknologi, dan penampilan personel. Dimensi ini mencerminkan citra awal sebuah layanan dan dapat memengaruhi persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan secara keseluruhan,
2. Reliability (Kehandalan):
Menggambarkan kemampuan penyedia layanan untuk memberikan layanan yang dijanjikan secara akurat, andal, dan konsisten. Keandalan berfokus pada kemampuan memenuhi janji layanan dan memberikan hasil yang sesuai harapan pelanggan,
3. Responsiviness (Ketanggapan):
Merupakan kesediaan dan kemampuan penyedia layanan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan dengan cepat. Dimensi ini menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan dalam merespons permintaan, pertanyaan, atau keluhan pelanggan,
4. Assurance (Jaminan):
Berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, kesopanan, dan kemampuan karyawan dalam memberikan rasa percaya dan keyakinan kepada pelanggan. Dimensi ini mencakup aspek keamanan, kredibilitas, dan kemampuan menciptakan kepercayaan dalam hubungan pelayanan
5. Empathy (Empati):
Mencerminkan perhatian dan kepedulian penyedia layanan terhadap kebutuhan dan keinginan individu pelanggan. Empati melibatkan pemahaman terhadap kebutuhan unik pelanggan, komunikasi yang ramah, dan pelayanan yang dipersonalisasi.
Menurut (Hadiansyah, 2018) ada beberapa faktor dominan yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Faktor-faktor tersebut yaitu :
a. Motivasi kerja birokrasi dan aparatur
b. Kemampuan aparatur
c. Pengawasan/kontrol sosial
d. Perilaku birokrasi/aparatur
e. Komunikasi, disposisi  dan struktur birokrasi serta iklim komunikasi organisasi dan aliran informasi
f. Restrukturasasi organisasi
Salah satu aspek penting dalam pelayanan publik yang memerlukan perhatian khusus terkait kualitas pelayanannya adalah pelayanan perizinan. Perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam memberikan legalitas, pengawasan, dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan masyarakat dan sektor usaha, sehingga setiap aktivitas yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Ridwan dalam (Prasetyo & Mustam, 2018) arti luas Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.
(Fadila et al., 2019) Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.
Menurut Adrian Suteedi dalam (Maulana & Jamhir, 2019) perizinan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk perizinan antara lain: 
1. Pendaftaran, proses pencatatan atau registrasi suatu kegiatan, usaha, atau dokumen sebagai bentuk pengakuan dari pemerintah
2. Rekomendasi, bentuk persetujuan atau pertimbangan tertulis dari instansi berwenang yang diperlukan untuk mendapatkan izin lebih lanjut
3. Sertifikasi, proses pemberian sertifikat sebagai bukti bahwa suatu produk, jasa, atau kegiatan telah memenuhi standar tertentu
4. Penentuan kuota dan izin, untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus memiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan. 	
Dengan memberi izin, pengusaha memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.
Menurut (Muhammad & Wahyudi, 2023) perizinan atau izin merupakan bagian dari wewenang pemerintah terkait pelayanan administratif kepada masyarakat yang tidak dapat dilakukan oleh pihak swasta. Perizinan juga merupakan bagian dari administrative kebijakan pemerintah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas administratif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas administratif maupun ekonomi serta bentuk perlindungan atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan.
B. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu memiliki peran penting sebagai dasar dalam memperkuat kajian ini, baik dari segi teori maupun sebagai bahan pembanding. Melalui kajian terhadap beberapa penelitian yang relevan, penulis dapat melihat letak persamaan, perbedaan, serta menemukan ruang yang masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Dengan begitu, arah penelitian ini menjadi lebih terarah dan memiliki pijakan yang kuat. Ringkasan dari beberapa penelitian yang menjadi rujukan dapat dilihat pada tabel berikut:














Tabel II.1
Penelitian Terdahulu
	NO
	Judul Penelitian
	Tahun
	Teori & Indikator
	Hasil Penelitian

	1
	Analisis Kualitas Pelayanan Internet Banking Pada PT. BRI Unit Sukajadi
	2024
	Teori Engel dalam Asmara Indahingwati indikator yaitu: reliability, tangibles, responsiveness, dan performance
	Kualitas pelayanan dinilai cukup baik, namun banyaknya fitur dalam aplikasi BRImo justru membuat sebagian nasabah kebingungan. Hal ini menunjukkan perlunya penyederhanaan tampilan serta navigasi dan pemberian panduan yang jelas bagi pengguna (Wahyuni et al., 2024).

	2
	Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (Oss) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
	2021
	Teori Service quality Zeithaml-Parasuraman-Berry: tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty  
	Secara umum, sistem OSS memberikan kemudahan secara teknis dan efisiensi, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala teknis dan sosialisasi yang berdampak pada belum optimalnya kualitas pelayanan (Prasetio et al., 2021).

	3
	Kualitas Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (Oss) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang
	2024
	Teori Papadomichelaki & Mentzas indikator: efficiency, trust, reliability, dan citizen support
	Hasil penelitian ini adalah Pelayanan OSS di DPMPTSP Rembang tergolong sedang. Dimensi trust dan citizen support dinilai baik, namun efficiency dan reliability masih lemah. Masalah utama terletak pada fitur yang membingungkan, informasi tidak akurat, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Diperlukan perbaikan sistem, edukasi pengguna, serta evaluasi dan monitoring secara berkala (Aulia & Tahir, 2024).

	4
	Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Online Single Submission Risk Based Approach) Pada Mal Pelayanan Publik (MPP)“Grha Tiyasa” Kota Bogor
	2024
	Teori Service quality Zeithaml-Parasuraman-Berry: tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty  
	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kualitas Pelayanan OSS-RBA di MPP “Grha Tiyasa” Kota Bogor dinilai belum optimal. Fasilitas fisik baik, namun website kurang fitur notifikasi dan sering error. Staf cukup responsif, data aman, dan layanan gratis. Hambatan utama adalah minimnya pelatihan staf dan belum ada penghargaan individu. Perlu perbaikan sistem, pelatihan, dan insentif staf (Kristiani & Maesaroh, 2024). 

	5
	Analisis Peningkatan Kualitas Pelayanan Permohonan Paspor Melalui Apapo (Antrian Paspor Online) Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan
	2020
	Teori Service quality Zeithaml-Parasuraman-Berry: tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty  
	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan APAPO di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan mampu meningkatkan kualitas pelayanan. Fasilitas dan tampilan petugas dinilai baik (tangibles), pelayanan berjalan sesuai prosedur (reliability), serta petugas cukup tanggap terhadap masyarakat (responsiveness). Kepastian waktu, biaya, dan prosedur juga lebih jelas (assurance), dan petugas bersikap ramah dan sopan (empathy). Namun, masih ada hambatan seperti keterbatasan kuota layanan dan kendala teknologi di kalangan masyarakat (Purnama, 2020).

	6
	Analisis Kualitas Pelayanan Aplikasi Mobile Jkn Bpjs Kesehatan Menggunakan Metode Service Quality (Servqual)
	2022
	Teori Service quality Zeithaml-Parasuraman-Berry: tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty  
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas layanan aplikasi Mobile JKN dinilai baik dengan skor kepuasan 76,78%. Namun, masih ada kekurangan pada empathy dan responsiveness, seperti lambatnya respon aplikasi dan layanan pelanggan. Perlu peningkatan sistem dan pelayanan CS (Bahri et al., 2022).

	7
	Analisis Kualitas Layanan pada Aplikasi Mobile JKN dengan tingkat kepuasan pengguna Mobile JKN BPJS Kesehatan di Kabupaten Demak
	2024
	Teori E-Service Quality Zeithaml-Parasuraman-Berry: efficiency, fulfillment, system availability, privacy, responsiveness, compensation, dan contact
	Hasil penelitian menunjukkan Kepuasan pengguna Mobile JKN di Kabupaten Demak mencapai 80%, dengan dimensi efficiency, fulfillment, system availability, privacy, responsiveness, dan compensation berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. Hanya dimensi contact yang tidak signifikan. Perlu peningkatan kualitas layanan pada aspek kontak agar kepuasan meningkat (Rohmah et al., 2024).

	8
	Analisis Pengaruh Kualitas Sistem Online Single Submission (OSS), Kompensasi, Lingkungan Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manokwari)
	2024
	Teori Service quality Zeithaml-Parasuraman-Berry: tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty  
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan Mobile JKN di Kabupaten Soppeng dinilai cukup baik, namun masih terdapat kendala pada dimensi responsiveness dan assurance. Pengguna merasa respon layanan belum maksimal dan informasi belum sepenuhnya jelas. Disarankan dilakukan peningkatan pelayanan dan sosialisasi fitur aplikasi secara lebih intensif (Iriani et al., 2024).

	9
	Analisis Tingkat Kepuasan Pelaku Usaha Dengan Pendekatan Fuzzy Logic Terhadap Kualitas Pelayanan Perizinan Secara Online Singlesubmission (Oss) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat
	2021
	Teori Service quality Zeithaml-Parasuraman-Berry: tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty  
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan OSS di Dinas PMPTSP Kabupaten Pesisir Barat dinilai cukup puas (63%), dengan dimensi reliability paling tinggi dan responsiveness paling rendah. Kendala utama yaitu kurangnya penerapan SOP secara maksimal dan minimnya pelatihan pegawai. Perlu peningkatan tanggap layanan dan evaluasi berkala (Pertiwi et al., 2021).

	10
	Efektivitas Sistem Online Single Submission (Oss) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora
	2022
	Teori efektivitas Kettner, Moroney, dan Martin: Effort, Cost Efficiency, Result, Cost Effectiveness, Impact
	Pelayanan perizinan melalui OSS di Kabupaten Blora belum sepenuhnya efektif karena masih ada berbagai kendala, seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan SDM, dan sistem yang masih sering error. Meskipun begitu, ada juga faktor pendukung seperti tersedianya infrastruktur, anggaran khusus, dan sistem administrasi yang sudah mulai terintegrasi (Akni et al., 2022).


Sumber Data: DPMPTSP Kota Dumai 2025

Penelitian-penelitian terdahulu dalam Tabel II.1 diatas membahas kualitas pelayanan publik, terutama dalam pelayanan perizinan dan penggunaan sistem digital. Hasil-hasil penelitian tersebut secara umum menunjukkan bahwa meskipun layanan digital telah memberikan kemudahan dan efisiensi, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa permasalahan yang sering muncul meliputi tampilan aplikasi yang membingungkan, kurangnya sosialisasi, minimnya pelatihan pegawai, serta rendahnya literasi digital masyarakat. 
Meskipun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa dari segi prosedur dan fasilitas, pelayanan telah berjalan cukup baik. Namun, peningkatan mutu pelayanan masih dibutuhkan, khususnya dalam penguatan sistem digital, pengembangan sumber daya manusia, dan pelaksanaan evaluasi secara berkala.
Dari konsep teori yang telah diuraikan, maka teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh (Nurdin, 2019) dengan indikator: (1) Sarana Pelayanan Dalam Menunjang Pemberian Pelayanan, (2) Keandalan Terhadap Metode Dan Sistem Pelayanan Yang Efektif Dan Efisien, (3) Jaminan Akan Keamanan Dan Privasi Terhadap Produk Pelayanan, (4) Harga Produk Layanan Yang Terjangkau, Proporsional, Dan Adil, dan (5) Empati Atau Tingkat Hubungan Yang Intens, Menghargai, Dan Menghormati Antar Pembeli Pelayanan Dengan Publik Yang Dilayani. Untuk lebih jelas dapat di lihat dalam bagan II.1



Bagan II.1
Kerangka Berpikir Kualitas Pelayanan Perizinan Online Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai
1. Sarana Pelayanan Dalam Menunjang Pemberian Pelayanan
2. Keandalan Terhadap Metode Dan Sistem Pelayanan Yang Efektif Dan Efisien
3. Jaminan Akan Keamanan Dan Privasi Terhadap Produk Pelayanan
4. Harga Produk Layanan Yang Terjangkau, Proporsional, Dan Adil
5. Empati Atau Tingkat Hubungan Yang Intens, Menghargai, Dan Menghormati Antar Pembeli Pelayanan Dengan Publik Yang Dilayani
Online Single Submission (OSS)
1. Izin Usaha
2. Izin Lokasi
3. Izin Lingkungan
4. Izin Mendirikan Bangunan
5. Izin Operasional
6. Pendaftaran Usaha
7. Verifikasi Dokumen
Kualitas Pelayanan Sistem Oss
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Kerangka berpikir pada bagan II.1 di atas menggambarkan alur pelayanan perizinan online melalui sistem OSS di DPMPTSP Kota Dumai, mulai dari pendaftaran, verifikasi dokumen, hingga penerbitan berbagai izin. Kerangka ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dipengaruhi oleh kemudahan akses, kecepatan, dan kejelasan prosedur.
C. Operasional Variabel Penelitian
Penelitian ini mengkaji sejumlah variabel yang berkaitan dengan analisis, kualitas, pelayanan, kualitas pelayanan, perizinan, dan pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Dumai. Variabel-variabel tersebut memerlukan penjelasan operasional agar makna dan pengukurannya menjadi lebih konkret. Berikut adalah uraian dari masing-masing variabel:
1. Analisis
Analisis dalam penelitian ini merujuk pada proses mengkaji dan memerinci berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan perizinan online di DPMPTSP Kota Dumai. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan teori-teori yang relevan untuk mengungkap permasalahan, mengembangkan solusi, dan memberikan rekomendasi perbaikan
2. Kualitas
Kualitas diartikan sebagai tingkat pencapaian pelayanan perizinan online sesuai dengan standar dan ekspektasi masyarakat. Kualitas ini tercermin dalam ketepatan layanan, keandalan proses, keamanan data, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.
3. Pelayanan
Pelayanan menggambarkan seluruh aktivitas yang dilakukan DPMPTSP Kota Dumai untuk memenuhi kebutuhan perizinan online masyarakat. Aspek pelayanan mencakup sikap aparatur yang ramah, kemudahan akses, dan keterbukaan prosedur yang diikuti.
4. Kualitas Pelayanan
Kualitas pelayanan merujuk pada kemampuan DPMPTSP Kota Dumai dalam menyediakan pelayanan perizinan online yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memenuhi harapan masyarakat. Aspek ini meliputi keandalan layanan, empati aparatur, jaminan keamanan, sarana yang memadai, dan harga layanan yang proporsional.
5. Perizinan
Perizinan dipahami sebagai proses persetujuan resmi yang diberikan oleh DPMPTSP Kota Dumai kepada individu atau pelaku usaha untuk melaksanakan aktivitas tertentu yang memerlukan legalitas formal. Proses ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian kegiatan dengan peraturan yang berlaku.
6. Pelayanan Perizinan online
Pelayanan perizinan online mencakup seluruh rangkaian proses yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Dumai melalui sistem online, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan dokumen, evaluasi, hingga penerbitan izin resmi. Proses ini diharapkan berlangsung secara efisien, transparan, mudah diakses, dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
Dengan penjelasan operasional variabel di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh dan terukur mengenai kualitas pelayanan perizinan online di DPMPTSP Kota Dumai, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut.
Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori Menurut (Nurdin, 2019) dalam bukunya kualitas pelayanan publik yang menyatakan bahwa pelayanan publik yang ideal harus memenuhi lima dimensi utama yaitu:
1. Sarana Pelayanan dalam Menunjang Pemberian Pelayanan
Menurut (Nurdin, 2019) Sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh suatu organisasi dapat teredia selengkapnya, diperlukan manajemen logistik yang handal. Dengan demikian, seluruh kegiatan pengelolaan logistik, mulai penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, penggunaan dan penghapusan, dilakukan dengan baik yang pada gilirannya menghindari timbulnya situasi dalam masalah sarana dan prasarana yang tersedia tidak lagi memadai dalam menunjang pelaksanaan operasila tugas dan fungsi unit kerja birokrasi.
Sarana pelayanan mencakup infrastruktur teknologi dan fasilitas pendukung yang menunjang kelancaran layanan perizinan online melalui OSS. Ini meliputi perangkat keras (server, komputer, jaringan internet), perangkat lunak (aplikasi OSS), serta fasilitas fisik pendukung di kantor DPMPTSP seperti ruang pelayanan dan akses internet yang memadai. Ketersediaan dan kondisi sarana yang optimal sangat penting agar proses perizinan dapat berlangsung cepat, akurat, dan nyaman bagi pengguna layanan.
2. Keandalan terhadap Metode dan Sistem Pelayanan yang Efektif dan Efisien
Menurut (Nurdin, 2019) Keandalan (reliability) dalam konteks pelayanan publik merujuk pada kemampuan sistem dan metode pelayanan untuk memberikan layanan yang sesuai janji, tepat waktu, akurat, dan dapat diandalkan dalam setiap situasi. Sistem yang efektif berarti mampu mencapai tujuan dengan benar (doing the right things), sedangkan efisien berarti mencapai tujuan tersebut dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin (doing things right)
Keandalan mengacu pada kemampuan DPMPTSP Kota Dumai dalam memberikan layanan perizinan online melalui OSS secara konsisten, tepat waktu, dan sesuai standar operasional. Sistem harus mampu memproses permohonan perizinan tanpa gangguan teknis, memberikan kepastian waktu penyelesaian, dan meminimalkan kesalahan. Kendala teknis yang masih terjadi pada OSS serta tingkat kesiapan masyarakat dalam menggunakan kedua sistem ini menjadi fokus penting dalam evaluasi keandalan.. 
2. Jaminan akan Keamanan dan Privasi terhadap Produk Pelayanan
Menurut (Nurdin, 2019) Jaminan keamanan dan privasi merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Keamanan mengacu pada perlindungan terhadap data, informasi, dan aset pengguna dari potensi ancaman seperti penyalahgunaan, kehilangan, atau kerusakan. Sementara itu, privasi berkaitan dengan hak individu untuk menjaga kerahasiaan data pribadinya dan mengendalikan siapa yang dapat mengakses serta menggunakannya.
DPMPTSP harus memastikan keamanan data pribadi dan dokumen yang diunggah oleh masyarakat dalam proses perizinan online melalui OSS. Sistem harus dilengkapi dengan proteksi terhadap kebocoran data, penyalahgunaan informasi, serta menjamin kerahasiaan data pengguna. Selain itu, keamanan fisik di kantor pelayanan juga perlu diperhatikan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. 
3. Harga Produk Layanan yang Terjangkau, Proporsional, dan Adil
 Menurut (Nurdin, 2019) Harga layanan publik yang terjangkau, proporsional, dan adil mencerminkan komitmen penyelenggara pelayanan untuk memberikan akses yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Terjangkau berarti biaya layanan tidak membebani pengguna, khususnya masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah. Proporsional artinya harga sebanding dengan kualitas, kompleksitas, dan manfaat dari pelayanan yang diberikan. Sedangkan adil bermakna tidak adanya diskriminasi dalam penetapan biaya antar pengguna layanan yang memiliki kebutuhan dan hak yang sama.
Biaya yang dikenakan untuk layanan perizinan melalui OSS harus adil, transparan, dan tidak memberatkan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah. Penetapan biaya harus sesuai dengan kualitas layanan yang diberikan dan menghindari praktik pungutan liar yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. 
4. Empati atau Tingkat Hubungan yang Intens, Menghargai, dan Menghormati antara Pemberi Pelayanan dengan Publik yang Dilayani.
Menurut (Nurdin, 2019) Empati dalam pelayanan publik merupakan kemampuan petugas atau penyelenggara layanan untuk memahami, merasakan, dan merespons kebutuhan, harapan, serta kondisi emosional masyarakat secara manusiawi. Hal ini mencerminkan kualitas interaksi yang intens, penuh penghargaan, dan rasa hormat terhadap setiap individu yang dilayani, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau pendidikan.
Empati dalam pelayanan perizinan online tercermin dari sikap petugas DPMPTSP yang ramah, responsif, dan menghargai kebutuhan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media komunikasi digital seperti call center atau chat online. Petugas harus mampu memberikan informasi yang jelas, merespons keluhan dengan cepat, dan memahami keragaman latar belakang pengguna layanan agar tercipta pengalaman pelayanan yang positif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DPMPTSP.


BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini di lakukan di DPMPTSP di Kota Dumai yang terletak di jalan HR Soebrantas, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis DPMPTSP dalam memberikan layanan perizinan dan pelayanan terpadu bagi masyarakat dan pelaku usaha di Kota Dumai. Dinas ini memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, melakukan pembinaan dan pengendalian, serta memberikan izin dan rekomendasi terkait pelaksanaan pelayanan publik, yang semuanya sangat penting untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan investasi di kota ini. 
Alasan penulis memilih penelitian ini karena pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Dumai sangat penting untuk membantu masyarakat dan pelaku usaha dalam mengurus berbagai izin secara cepat dan mudah. Namun, masih ada beberapa masalah, seperti Masih adanya masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memahami penggunaan sistem OSS, seperti proses pendaftaran, pengisian data, dan pengunggahan dokumen dan terdapat gangguan teknis dalam sistem OSS, seperti hilangnya data yang telah diinput dan kegagalan login, yang menghambat kelancaran proses perizinan. Hal ini membuat pelayanan belum bisa berjalan sebaik yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis merasa perlu melakukan penelitian ini agar bisa mengetahui bagaimana kualitas pelayanan perizinan online saat ini, serta memberikan saran yang bermanfaat untuk perbaikan layanan ke depannya.
B. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. (Sugiyono, 2017) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada, baik berupa keadaan, peristiwa, maupun hubungan antar variabel, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel tersebut. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan memberikan gambaran terperinci mengenai fenomena yang diamati di lokasi penelitian, yaitu kualitas pelayanan perizinan online pada DPMPTSP di Kota Dumai.
Penulis memilih metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena metode ini dianggap paling sesuai untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam tentang bagaimana kualitas pelayanan perizinan online di DPMPTSP Kota Dumai. Melalui pendekatan kualitatif, penulis dapat langsung menggali informasi dari pegawai maupun masyarakat yang pernah menggunakan layanan perizinan, sehingga data yang diperoleh lebih nyata, lengkap, dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Metode ini juga membantu penulis untuk memahami masalah yang terjadi secara langsung, tidak hanya berdasarkan angka, tetapi juga dari pengalaman, pendapat, dan harapan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kota Dumai.
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan kualitas pelayanan perizinan online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kota Dumai. Data yang diperoleh di lapangan kemungkinan besar berupa fakta-fakta yang memerlukan analisis mendalam. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dipilih untuk mendorong pencapaian data yang lebih mendalam, terutama melalui keterlibatan peneliti secara langsung di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data yang berhubungan langsung dengan objek penelitian.
C. Informan
Menurut (Abdussamad, 2021) Informan adalah seseorang yang memberikan informasi lebih banyak tentang orang lain dan hal yang berkaitan dengannya dari pada tentang dirinya. Informan berperan sebagai sumber data yang kritis dalam penelitian, terutama dalam metode kualitatif, karena mereka memberikan wawasan mendalam tentang subjek atau fenomena yang sedang diteliti. Kehadiran informan memungkinkan peneliti untuk menggali data yang lebih akurat dan kontekstual, sehingga memperkaya pemahaman terhadap masalah yang diinvestigasi.
 Dalam penelitian ini, informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penarikan sampel yang dilakukan dengan sengaja memilih informan yang dianggap dapat mewakili karakteristik yang diinginkan. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari:
Tabel III.1
Informan penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kota Dumai
	No
	Nama Informan
	Jabatan/Posisi
	Jumlah

	1
	Hendra, S.Sos, M.Si
	Kepala DPMPTSP Kota Dumai
	1

	2
	Dewi Darmawanti, SKM, M.Si
	Sekretaris DPMPTSP Kota Dumai
	1

	3
	Rodiansyah, SH
	Penjamin Mutu Produk
	1

	4
	Masyarakat
	Masyarakat yang Mengurus Izin secara online (OSS)
	3

	Jumlah
	6


Sumber Data: DPMPTSP Kota Dumai 2025
Pengambilan informan dalam penelitian ini berjumlah 6 informan yang terdiri dari Kepala DPMPTSP Kota Dumai, Sekretaris DPMPTSP, Penjamin Mutu Produk, serta tiga masyarakat yang mengurus pelayanan perizinan secara online. Alasan penulis mengambil kepala, sekretaris, dan staf DPMPTSP Kota Dumai karena penulis menganggap mereka mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai permasalahan yang ingin di teliti dan mereka terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang akan memberikan informasi yang akurat. Sedangkan alasan memilih masyarakat untuk dijadikan informan karena masyarakat juga mempunyai perspektif yang berbeda dalam memberikan informasi termasuk juga dengan pengalaman yang mereka miliki.
D. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai ini terdiri dari:
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini meliputi :
a. Hasil Pengamatan Langsung (Observasi), 
b. Wawancara mendalam,
c. Dokumentasi lapangan
d. Ulasan atau Testimoni Langsung dari Pemohon Izin
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:
a. Gambaran umum berdirinya DPMPTSP Kota Dumai,
b. Struktur organisasi pada DPMPTSP Kota Dumai,
c. Dokumen-dokumen resmi dari DPMPTSP, 
d. Peraturan-peraturan terkait pelayanan perizinan di Kota Dumai,
e. Sarana dan Prasarana DPMPTSP Kota Dumai.
E. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam, yaitu:
1. Observasi
Observasi dilakukan dengan mengamati langsung perilaku, aktivitas, dan proses pelayanan pada DPMPTSP di Kota Dumai. Teknik ini bertujuan untuk memahami alur pelayanan perizinan, mulai dari pengajuan dokumen hingga penerbitan izin, serta mengidentifikasi kendala yang mungkin terjadi. (Patton, 2015) menjelaskan bahwa observasi memungkinkan peneliti untuk menangkap data secara langsung dan memahami konteks sosial di mana fenomena tersebut berlangsung.
2. Wawancara
Peneliti juga menggunakan wawancara semi-terstruktur untuk menggali informasi lebih dalam dari responden, baik dari pegawai DPMPTSP maupun masyarakat yang menggunakan layanan. Wawancara ini dirancang menggunakan panduan pertanyaan, namun tetap fleksibel agar responden dapat menjelaskan pengalaman dan pendapat mereka secara bebas. (Sugiyono, 2017) menyatakan bahwa wawancara bertujuan untuk menggali informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi, terutama terkait dengan motivasi, pendapat, atau saran dari para responden.
3. Dokumentasi
Menurut (Hasan, 2022) dokumentasi  adalah  suatu  bentuk  kegiatan  atau  proses  dalam  menyediakan  berbagai dokumen  dengan  memanfaatkan  bukti  yang  akurat  berdasarkan  pencatatan  dari  berbagai sumber. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dari hasil observasi dan wawancara untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan mendalam mengenai kualitas pelayanan perizinan online di DPMPTSP Kota Dumai. Melalui dokumentasi, peneliti dapat memperoleh data yang bersifat faktual dan resmi, sehingga dapat memperkuat temuan di lapangan serta membantu dalam melakukan analisis secara lebih objektif dan sistematis.
F. Analisis Data
Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. (Miles et al., 1994) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan utama:
1. Reduksi Data
Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan disaring dan dipilih untuk mengambil informasi yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Data yang tidak relevan akan dihilangkan untuk menjaga kejelasan dan fokus analisis.
2. Penyajian Data
Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk narasi atau tabel untuk mempermudah pemahaman. Penyajian data ini dirancang agar informasi yang kompleks dapat disampaikan secara sistematis dan terstruktur.
3. Penarikan Kesimpulan
Langkah terakhir adalah menginterpretasikan data untuk menemukan pola, tema, atau hubungan yang signifikan. Dari hasil interpretasi ini, peneliti dapat menyimpulkan temuan utama dan menjawab pertanyaan penelitian.
Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran rinci dan mendalam mengenai fenomena yang diamati. (Sugiyono, 2017) menekankan bahwa analisis deskriptif sangat efektif dalam penelitian kualitatif karena mampu menggali makna yang tersembunyi di balik data. Dalam penelitian ini, teknik triangulasi digunakan untuk memvalidasi data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi kasus. Dengan triangulasi, data yang dihasilkan menjadi lebih valid dan terpercaya, sehingga memberikan hasil penelitian yang lebih akurat.


BAB IV 
GAMBARAN UMUM KANTOR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA DUMAI
A. Sejarah Berdirinya Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai
DPMPTSP Kota Dumai memiliki sejarah panjang sebagai lembaga yang menangani pelayanan perizinan dan penanaman modal di Kota Dumai. Awalnya, lembaga ini berdiri dengan nama Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) pada tahun 2006, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006. Pembentukan KPT bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam mengakses layanan pemerintah di bidang perizinan dan investasi.
Seiring perkembangan kebutuhan dan dinamika pelayanan publik, KPT mengalami beberapa kali perubahan nama dan struktur organisasi. Pada tahun 2011, lembaga ini bertransformasi menjadi Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPTSPPM) guna memperluas cakupan tugas dan fungsinya. Transformasi ini mencapai puncaknya pada tahun 2016, ketika melalui Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016, lembaga ini resmi ditetapkan sebagai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai. Dengan struktur dan kewenangan yang lebih kuat, DPMPTSP kini menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan prima di bidang perizinan dan penanaman modal, mendukung iklim investasi yang kondusif di Kota Dumai.
Kantor DPMPTSP ini terletak di jalan HR Soebrantas, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau. Visi dan misi DPMPTSP Kota Dumai sangat erat kaitannya dengan sejarah dan peran strategis lembaga ini dalam mendukung pembangunan daerah. Visinya yaitu “Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu” mencerminkan komitmen DPMPTSP untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi utama Kota Dumai, yaitu sektor kepelabuhan dan industri, tanpa melupakan akar budaya lokal sebagai identitas daerah. Sebagai lembaga yang telah mengalami transformasi sejak tahun 2006, DPMPTSP berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, mempercepat proses perizinan, serta meningkatkan daya tarik Kota Dumai sebagai tujuan investasi.
Berikut adalah misi DPMPTSP Kota Dumai yang dijabarkan dalam bentuk indikator terukur:
1. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhan dan industri
a. Peningkatan jumlah investasi masuk di sektor pelabuhan dan industri
b. Bertambahnya jumlah izin usaha baru di bidang kepelabuhan dan industri
c. Pertumbuhan kontribusi sektor industri dan pelabuhan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Dumai
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri melayu
a. Jumlah pelatihan atau workshop pengembangan SDM berbasis budaya Melayu yang diselenggarakan
b. Persentase pegawai atau masyarakat yang mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikasi keahlian
c. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan berbasis budaya Melayu
3. Menyediakan infrastruktur wilayah berkualitas
a. Persentase peningkatan infrastruktur pendukung investasi (jalan, listrik, air bersih) di kawasan industri dan pelabuhan
b. Jumlah proyek infrastruktur yang selesai tepat waktu dan sesuai standar kualitas
c. Tingkat aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan industri dan pelabuhan
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
a. Persentase pelayanan perizinan yang selesai tepat waktu sesuai standar pelayanan
b. Jumlah inovasi pelayanan publik yang diterapkan di DPMPTSP
B. Keadaan Dan Komposisi Pegawai
Keadaan dan komposisi pegawai pada DPMPTSP Kota Dumai dapat dilihat dari penjelasan berikut:
1. Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Setiap instansi pasti membutuhkan pegawai yang mampu bekerja sama dengan baik, baik itu laki-laki maupun perempuan. Tabel berikut menyajikan data mengenai komposisi pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai berdasarkan jenis kelamin. Data ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang proporsi jumlah pegawai laki-laki dan perempuan yang bekerja di instansi tersebut pada tahun 2025.
Tabel IV.1
Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	No
	Jenis Kelamin
	Jumlah (Orang)
	Presentase (%)

	1
	Laki-laki
	35
	45,5%

	2
	Perempuan
	42
	54,5%

	
	Jumlah
	 77
	100%


Sumber Data: DPMPTSP Kota Dumai Tahun 2025
Berdasarkan data pada Tabel II.1, jumlah pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai terdiri dari 35 orang pegawai laki-laki atau sebesar 45,5%, dan 42 orang pegawai perempuan atau sebesar 54,5% dari total keseluruhan 77 pegawai. Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan pegawai laki-laki. Meskipun demikian, komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin di DPMPTSP Kota Dumai dapat dikatakan cukup seimbang.
2. Keadaan dan Komposisi pegawai berdasarkan Umur
Tabel berikut menggambarkan keadaan karyawan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai berdasarkan kelompok umur. Klasifikasi ini dimaksudkan untuk menunjukkan usia pegawai yang dapat memengaruhi produktivitas, pengalaman kerja, serta perencanaan pengembangan sumber daya manusia di instansi tersebut.
Tabel IV.2
Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	No
	Umur
	Jumlah
(Orang)
	Presentase (%)

	1
	20–30 Tahun
	34
	44%

	2
	31–40 Tahun
	14
	18%

	3
	41–50 Tahun
	19
	25%

	4
	Lebih dari 50 Tahun
	10
	13%

	Jumlah
	77
	100%


Sumber Data: DPMPTSP Kota Dumai Tahun 2025
Dari data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas karyawan berada pada rentang usia 20–30 tahun, yaitu sebanyak 34 orang atau 44%. Kelompok usia 41–50 tahun menempati urutan kedua dengan 19 orang (25%), disusul kelompok usia 31–40 tahun sebanyak 19 orang (25%). Sementara itu, karyawan yang berusia lebih dari 50 tahun berjumlah 10 orang atau 13%. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai DPMPTSP Kota Dumai berada dalam usia produktif muda, yang berpotensi memberikan energi dan semangat kerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik.
3. Keadaan dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan
Tabel berikut menyajikan data mengenai komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki. Data ini penting untuk menganalisis kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik di instansi tersebut.
Tabel IV.3
Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	No
	Tingkat Pendidikan
	Jumlah (Orang)
	Presentase (%)

	1
	S1
	33
	43%

	2
	S2
	5
	6%

	3
	D3
	3
	47%

	4
	SMA
	36
	4%

	Jumlah
	77
	100%


Sumber Data: DPMPTSP Kota Dumai Tahun 2025
Berdasarkan Tabel di atas, diketahui bahwa mayoritas pegawai DPMPTSP Kota Dumai memiliki pendidikan Strata 1 (S1), yaitu sebanyak 36 orang atau 49%. Selanjutnya, sebanyak 34 orang (46%) merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), sementara pegawai dengan jenjang pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 4 orang atau 5%. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai telah memiliki latar belakang pendidikan tinggi, meskipun masih terdapat persentase yang cukup besar dari lulusan SMA. Hal ini dapat menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur melalui program pendidikan lanjutan atau pelatihan teknis.
4. Keadaan dan Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel dibawah ini menyajikan data mengenai komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berdasarkan jenis kelamin. Data ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang proporsi jumlah pegawai laki-laki dan perempuan yang bekerja di instansi tersebut dengan membandingkan jumlah pegawai ASN dan TKPK DPMPTSP Kota Dumai pada tahun 2025.


Tabel IV.4
Keadaan dan Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasarkan  Jenis Kelamin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai
	No
	Jenis Kelamin
	Jumlah (Orang)
	Total
	Presentase

	
	
	ASN
	TKPK
	
	

	1
	Laki-laki
	14
	21
	35
	45%

	2
	Perempuan
	18
	24
	42
	55%

	Jumlah
	
	32
	44
	77
	100%


Sumber Data: DPMPTSP Kota Dumai Tahun 2025
Berdasarkan Tabel II.4, dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai adalah sebanyak 77 orang. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki adalah sebanyak 35 orang atau sekitar 45% dari total pegawai, sedangkan jumlah pegawai perempuan sebanyak 42 orang atau sekitar 55%.
Dari 35 pegawai laki-laki di DPMPTSP Kota Dumai, sebanyak 14 orang merupakan ASN dan 21 orang merupakan tenaga kerja TKPK. Sementara itu, dari 42 pegawai perempuan, sebanyak 18 orang adalah ASN dan 24 orang merupakan tenaga kerja TKPK. Data ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, komposisi pegawai perempuan di DPMPTSP Kota Dumai sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki. Hal ini memberikan gambaran bahwa peran perempuan dalam lingkup kerja instansi pemerintah di Kota Dumai cukup signifikan, baik sebagai ASN maupun sebagai tenaga kerja kontrak.
5. Keadaan dan Komposisi Pegawai DPMPTSP Berdasarkan Pangkat dan Golongan
Data dibawah ini mencerminkan posisi struktural dan jenjang karier aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di lingkungan dinas, serta mencantumkan jumlah tenaga kerja kontrak (TKPK) yang tidak memiliki golongan tetapi tetap berkontribusi dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik. Pengelompokan ini penting untuk memahami komposisi sumber daya manusia yang ada dan bagaimana distribusinya dalam organisasi.
Tabel IV.5
Komposisi Pegawai DPMPTSP Berdasarkan Pangkat dan Golongan
	No
	Pangkat
	Golongan
	Jumlah
	Presentase

	1
	Pembina Utama Muda
	IV/c
	1
	1%

	2
	Pembina
	IV/a
	6
	8%

	3
	Pembina Tingkat I
	IV/b
	2
	3%

	4
	Penata Tingkat I
	III/d
	16
	21%

	5
	Penata
	III/c
	1
	1%

	6
	Penata Muda Tingkat I
	III/b
	2
	3%

	7
	Penata Muda
	III/a
	2
	3%

	8
	Pengatur Tingkat I
	II/d
	2
	3%

	9
	TKPK
	-
	45
	58%

	
	Jumlah
	
	77
	100%


Sumber Data: DPMPTSP Kota Dumai Tahun 2025
Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah pegawai terbanyak berasal dari golongan tenaga kerja kontrak (TKPK) yaitu sebanyak 45 orang atau sekitar 58% dari total keseluruhan pegawai, sedangkan sisanya merupakan ASN dengan berbagai tingkatan pangkat dan golongan. Jumlah ASN terbanyak berada pada golongan III/d (Penata Tingkat I), yaitu sebanyak 16 orang atau 21%, disusul golongan IV/a (Pembina) sebanyak 6 orang atau 8%. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi tenaga kontrak masih cukup tinggi dalam struktur kepegawaian DPMPTSP Kota Dumai, sementara ASN yang ada tersebar pada jenjang pangkat menengah ke atas. Kondisi ini dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan karier, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik ke depan.
C. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai
Dalam suatu organisasi, baik yang bersifat formal maupun informal, keberadaan struktur organisasi menjadi hal yang sangat penting. Struktur ini berfungsi sebagai wadah yang mempertemukan individu-individu untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan optimal dan terhindar dari tumpang tindih tugas, maka diperlukan pembagian kerja yang terorganisir dengan baik.
Struktur organisasi menggambarkan susunan unit-unit atau bagian-bagian dalam organisasi, serta menjelaskan hubungan kerja antara fungsi-fungsi yang ada. Selain itu, struktur ini juga memperlihatkan kedudukan, wewenang, serta tanggung jawab dari masing-masing bagian. Dengan struktur yang jelas, koordinasi antar unit dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai sebagai salah satu perangkat daerah yang menjalankan fungsi pelayanan publik, tentu membutuhkan sistem kerja yang tertata. Oleh karena itu, pembagian tugas yang jelas di setiap bagian sangat diperlukan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini didasarkan pada Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 37 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, yang memiliki struktur organisasi sebagai berikut:
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BAGAN IV.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI
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Sumber data: DPMPTSP Kota Dumai tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 57 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah sebagai berikut : 
1. Kepala Dinas 
Mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam  melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala dinas di bantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional. 
2. Sekretaris 
Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumah tanggaan. 
Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  menyelenggarakan fungsi : 
a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 
b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 
c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 
d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pegelolaan sarana; 
e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; 
f. penataan organisasi dan tata laksana; 
g. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; dan 
h. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.
Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, terdiri dari : 
1. Sub Bagian Perencanaan Kepala
Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan uraian tugas sebagai berikut:
a) menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
b) menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
c) menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
d) menyiapkan bahan penyusunan rencana/program dan kegiatan jangka panjang, menengah, pendek berupa rencana strategis organisasi, serta bahan pemantauan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program;
e) menyiapan bahan pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan penyelenggaraan program dan pencapaian akuntabiltas kinerja;
f) menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
g) menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan dan petunjuk pemecahan masalah; dan
h) menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. 
2. Sub Bagian Tata Usaha Kepala 
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi, dengan uraian tugas sebagai berikut:
a) mengumpulkan bahan dan mempelajari peraturan perundang undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
b) menyiapkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan pemberian dukungan admnistrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
c) menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional;
d) menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
e) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
f) menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
g) melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
h) menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dibidang organisasi dan tata laksana yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis jabatan; 
i) menyiapkan bahan penyelenggaraan menyurat/naskah dinas dan kearsipan; urusan surat
j) menyiapkan bahan perpustakaan beserta penyelenggaraan, hubungan masyarakat dan protokol; dan
k) menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. 
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset 
Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program, dengan uraian tugas sebagai berikut:
a) menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program;
b) menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis berkaitan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program;
c) menyiapkan bahan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pegelolaan sarana; 
d) menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan bahan perlengkapan rumah tangga; 
e) menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan dan petunjuk pemecahan masalah; 
f) menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; g) menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program; dan 
g) menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. 
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal 
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas mengkaji dan mengusulkan perencanaan penanaman modal, koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah. Untuk melaksanakan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi: 
a. pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal
b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal
c. penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal
d. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui pembinaan penanaman modal antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal
e. penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya. 
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal membawahi 3 (tiga) seksi, terdiri dari: 
2. Seksi Perencanaan Penanaman Modal; 
Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan program dan rencana kerja, kegiatan tahunan, rencana anggaran, monitoring, pengendalian dan evaluasi, laporan pertanggungjawaban, pembagian tugas di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, dengan uraian tugas sebagai berikut: 
a) menyiapkan program dan rencana kerja, kegiatan tahunan bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal
b) menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal
c) menyiapkan bahan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal
d) menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas seksi kepada Kepala Bidang
e) menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya 
3. Seksi Deregulasi Penanaman Modal Daerah; 
Kepala Seksi Deregulasi Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana kegiatan, kajian, evaluasi, perumusanderegulasi, pencatatan dan pengendalian dokumentasi perizinan penanaman modal, serta produk hukum di bidang deregulasi penanaman modal daerah, uraian tugas sebagai berikut: 
a) menyiapkan bahan rencana kegiatan Seksi Deregulasi Penanaman Modal Daerah berdasarkan rencana operasional bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas
b) menyiapkan bahan kajian, evaluasi dan menyiapkan bahan perumusan deregulasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan kemudahan dan kecepatan pelayanan serta kepastian hukum
c) mencatat dan mengendalikan dokumentasi perizinan penanaman modal serta produk hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan penanaman modal
d) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Deregulasi Penanaman Modal Daerah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang
e) menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. 
4. Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah Penanaman Modal. 
Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan administrasi, menyusun program kerja, menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan, penyiapan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan seksi pemberdayaan usaha daerah penanaman modal, dengan uraian tugas sebagai berikut:
a) mengelola administrasi dan menyusun program kerja
b) menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usaha daerah penanaman modal
c) menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usaha daerah penanaman modal dengan unit terkait
d) menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan usaha daerah penanaman modal
e) menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Bidang Promosi, Kerjasama, Data dan Informasi Investasi 
Bidang Promosi, Kerjasama, Data dan Informasi Investasi dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas menyusun rencana program kerja dan kegiatan, rencana rumusan kebijakan teknis, penetapan kinerja promosi, kerjasama, data dan informasi investasi, menyelenggarakan kegiatan promosi dalam dan luar negeri, serta melaksanakan kerjasama investasi dalam dan luar negeri, fungsi Pengelolaan Data Elektronik (PDE), informasi investasi dan potensi investasi. Bidang Promosi, Kerjasama, Data dan Informasi Investas dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan
b. penyusunan rencana rumusan kebijakan teknis
c. penyusunan penetapan kinerja
d. penyelenggaraan kegiatan promosi dalam dan luar negeri, serta melaksanakan kerjasama investasi dalam dan luar negeri
e. penyelenggaraan fungsi PDE, informasi investasi dan potensi investasi
f. penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya. 
Bidang Promosi, Kerjasama, Data dan Informasi Investasi, membawahi 3 (tiga) seksi terdiri dari: 
1. Seksi Promosi Dalam Negeri dan Luar Negeri; 
Seksi Promosi Dalam Negeri dan Luar Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan, rumusan kebijakan teknis, penetapan kinerja, penyelenggaraan promosi dalam dan luar negeri, penyebarluasan informasi serta peluang investasi dalam dan luar negeri, koordinasi penyelenggaraan promosi investasi dalam dan luar negeri, pengendalikan dan melaksanakan norma dan standar, pedoman dan petunjuk operasional, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan, dengan uraian tugas sebagai berikut: 
a) menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan
b) menyiapan bahan penyusunan rencana rumusan kebijakan teknis
c) menyiapkan bahan penyusunan penetapan kinerja
d) menyelenggarakan kegiatan promosi dalam dan luar negeri
e) mempublikasikan penyebarluasan informasi serta peluang investasi dalam dan luar negeri 
f) melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan promosi investasi dalam dan luar negeri bagi pengembangan penanaman modal dan investasi di daerah
g) ) mengendalikan dan melaksanakan norma dan standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang penanaman modal
h) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan
i) menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Seksi Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri 
Seksi Promosi Dalam Negeri dan Luar Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan, rumusan kebijakan teknis, penetapan kinerja, penyelenggaraan promosi dalam dan luar negeri, penyebarluasan informasi serta peluang investasi dalam dan luar negeri, koordinasi penyelenggaraan promosi investasi dalam dan luar negeri, pengendalikan dan melaksanakan norma dan standar, pedoman dan petunjuk operasional, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan, dengan uraian sebagai berikut: 
a) menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan
b) menyiapan bahan penyusunan rencana rumusan kebijakan teknis
c) menyiapkan bahan penyusunan penetapan kinerja
d) menyelenggarakan kegiatan promosi dalam dan luar negeri
e) mempublikasikan penyebarluasan informasi serta peluang investasi dalam dan luar negeri 
f) melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan promosi investasi dalam dan luar negeri bagi pengembangan penanaman modal dan investasi di daerah
g) mengendalikan dan melaksanakan norma dan standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang penanaman modal
h) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan
i) menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. 
3. Seksi Data dan Informasi Investasi. 
Seksi Data dan Informsi Investasi mempunyai tugas menyiapkan, menghimpun, menyusun, menganalisa, menyajikan, mengelola rencana program kerja dan kegiatan, rencana rumusan kebijakan teknis, dan penetapan kinerja, data melaksanakan PDE dan sistem informasi, informasi investasi, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a) menyusun rencana program kerja dan kegiatan
b) menyusun rencana rumusan kebijakan teknis
c) menyusun penetapan kinerja
d) menyiapkan bahan penetapan kinerja di Bidang Data dan Informasi
e) menghimpun, menganalisa dan meyajikan data di Bidang Investasi
f) mengelola PDE dan sistem informasi
g) mengelola informasi investasi melalui media cetak dan elektronik
h) menyusun kajian pengembangan potensi investasi
i) menyiapan bahan pengendalian dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di Bidang Data Investasi
j) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan
k) menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan
5. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Investasi dan Perizinan 
Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Investasi dan Perizinan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan program kegiatan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kegiatan, penetapan kinerja, pembinaan serta pengawasan, rencana koordinasi dengan dinas terkait, pengendalian dan pelaksanaan norma, standar pedoman dan petunjuk operasional, monitoring dan evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan di bidang pengawasan dan pengendalian penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Untuk melaksanakan Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Investasi dan Perizinan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan dan program kegiatan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kegiatan dan penetapan kinerja
b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan serta pengawasan terhadap kesesuaian penggunaan bahan baku/material serta fasilitas pelaksanaan penanaman modal 
c. penyiapan rencana koordinasi dengan dinas terkait tentang permasalahan di bidang pengawasan dan pengendalian penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
d. penyiapan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar pedomandan petunjuk operasional bidang pengawasan dan pengendalian penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan
f. penyiapan bahan penetapan kinerja dibidang pelayanan dan pengaduan
g. penghimpunan, penginventarisasian permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan pengaduan
h. penerimaan pengaduan baik secara tertulis maupun lisan dan memproses penyelesaiannya
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan dibidang pengaduan
j. penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya. 
Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Investasi dan Perizinan terdiri dari: 
1. Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan dan program kegiatan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kegiatan, penetapan kinerja, rencana koordinasi, pemantauan dan pelaksanaan norma, standar pedoman dan petunjuk operasional , monitoring dan evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan berkaitan seksi pemantauan penanaman modal, dengan uraian tugas sebagai berikut:
a) menyiapkan bahan dan program kegiatan
b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
c) menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
d) menyiapkan bahan penetapan kinerja
e) menyiapkan bahan rencana koordinasi dengan instansi terkait tentang permasalahan dibidang pemantauan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
f) melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
g) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
h) menyiapkan bahan pemantauan dan pelaksanaan norma, standar pedoman dan petunjuk operasional bidang pemantauan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
i) melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan
j) menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan dan program kegiatan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kegiatan, penetapan kinerja, rencana koordinasi, pembinaan dan evaluasi, norma, standar pedoman dan petunjuk operasional, monitoring dan evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan uraian tugas sebagai berikut: 
a) menyiapkan bahan dan program kegiatan
b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
c) menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
d) menyiapkan bahan penetapan kinerja
e) menyiapkan rencana koordinasi dengan instansi terkait tentang permasalahan dibidang pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
f) melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
g) melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
h) menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan norma, standar pedoman dan petunjuk operasional bidang pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
i) melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan
j) menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. 
3. Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. 
Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana dan program kegiatan, bahan perumusan kebijakan teknis, bahan pelaksanaan kegiatan, bahan penetapan kinerja dan rencana koordinasi serta bahan pengawasan dan pelaksanaan norma, standar pedoman dan petunjuk operasional, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan uraian tugas sebagai berikut: 
a) menyiapkan bahan dan program kegiatan
b) menyiapkan perumusan kebijakan teknis
c) menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
d) menyiapkan bahan penetapan kinerja
e) menyiapkan rencana koordinasi dengan instansi terkait tentang permasalahan di bidang pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
f) melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
g) melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
h) menyiapan bahan pengawasan dan pelaksanaan norma, standar pedoman dan petunjuk operasional bidang pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
i) melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan
j) menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan 
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas menyiapkan rencana program kerja dan kegiatan perizinan dan non perizinan dibidang ekonomi, bidang sosial, bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang berbasis kinerja, perumusan kebijakan teknis, penetapan kinerja dibidang perizinan ekonomi dan sosial, melaksanakan pelayanan, penelitian dan penilaian, penetapan retribusi perizinan dibidang ekonomi, bidang sosial, bidang pembangunan dan lingkungan hidup, mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional. Untuk melaksanakan tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan dibidang perizinan ekonomi, sosial, pembangunan, dan lingkungan hidup yang berbasis kinerja
b. penyiapan penyusunan rencana perumusan kebijakan teknis dibidang perizinan bidang ekonomi, sosial, pembangunan dan lingkungan hidup
c. penyiapan penyusunan penetapan kinerja perizinan bidang ekonomi, bidang sosial, bidang pembangunan, dan lingkungan hidup
d. pelaksanaan pelayanan perizinan dibidang ekonomi, bidang sosial, bidang pembangunan, dan lingkungan hidup
e. pelaksanakan penelitian dan penilaian serta penyelesaian perizinan dibidang ekonomi, bidang sosial, bidang pembangunan dan lingkungan hidup
f. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan dibidang perizinan ekonomi, sosial, pembangunan dan lingkungan hidup
g. pelaksanaan penetapan retribusi yang harus dibayarkan
h. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang pembangunan dan lingkungan hidup; perizinan ekonomi, sosial
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Perizinan Ekonomi, Sosial, Pembangunan dan Lingkungan Hidup
j. penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya. 
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan terdiri dari:
1. Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan I
Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas menyiapkan bahan merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasi, memvalidasi, mengevaluasi, mengadministrasi, menerbitkan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang ekonomi dan bidang sosial, dengan uraian tugas sebagai berikut
a) menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan dibidang perizinan bidang ekonomi dan bidang sosial yang berbasis kinerja
b) menyiapkan bahan penyusunan rencana perumusan kebijakan teknis dibidang perizinan ekonomi, sosial dan penanaman modal
c) menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan dibidang perizinan bidang ekonomi, bidang social
d) menyiapkan bahan penyusunan bahan penetapan kinerja dibidang perizinan ekonomi dan bidang perizinan sosial
e) menyiapkan bahan penyusunan pelayanan perizinan dibidang ekonomi dan bidang sosial
f) menyiapkan bahan penelitian dan penilaian serta penyelesaian perizinan dibidang ekonomi dan bidang sosial
g) melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasi, memvalidasi, mengevaluasi, mengadministrasi, menerbitkan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang ekonomi dan bidang social
h) melaksanakan perhitungan besaran retribusi yang harus dibayarkan
i) menyiapkan bahan penyusunan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang perizinan ekonomi dan bidang perizinan sosial
j) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas
k) menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan II 
Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana program kerja dan kegiatan, rencana perumusan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, penetapan kinerja, pelayanan perizinan, penelitian dan penilaian, norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional, dengan uraian tugas sabagai berikut: 
a) menyiapkan bahan rencana program kerja dan kegiatan dibidang perizinan pembangunan, perizinan utilitas dan perizinan lingkungan hidup yang berbasis kinerja
b) menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan teknis dibidang perizinan pembangunan, perizinan utilitas dan perizinan lingkungan hidup
c) menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan dibidang perizinan pembangunan, perizinan utilitas dan perizinan lingkungan hidup
d) menyiapkan bahan penetapan kinerja dibidang perizinan pembangunan, perizinan utilitas dan perizinan lingkungan hidup
e) menyiapkan pelayanan perizinan dibidang perizinan pembangunan, perizinan utilitas dan perizinan lingkungan hidup
f) menyiapkan penelitian dan penilaian serta penyelesaian perizinan dibidang perizinan pembangunan, perizinan utilitas dan perizinan lingkungan hidup
g) melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengoordinasi, memvalidasi, mengevaluasi, mengadministrasi, menerbitkan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perizinan pembangunan, perizinan utilitas dan perizinan lingkungan hidup
h) melaksanakan perhitungan besaran retribusi yang harus dibayarkan
i) menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang perizinan pembangunan, perizinan utilitas dan perizinan lingkungan hidup
j) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas
k) menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. 
3. Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan III. 
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana program kerja dan kegiatan, rencana perumusan kebijakan teknis, penetapan kinerja, pelayanan perizinan, penelitian dan penilaian, norma, standar, pedoman dan petunjuk, dengan uraian tugas sebagai berikut: 
a) menyiapkan bahan rencana program kerja dan kegiatan dibidang perizinan penanaman modal yang berbasis kinerja
b) menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan teknis dibidang perizinan penanaman modal
c) menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan dibidang perizinan penanaman modal
d) menyiapkan bahan penetapan kinerja dibidang perizinan penanaman modal 
e) menyiapkan bahan pelayanan perizinan dibidang penanaman modal
f) menyiapkan bahan penelitian dan penilaian serta penyelesaian perizinan dibidang penanaman modal
g) melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengoordinasi, memvalidasi, mengevaluasi, mengadministrasi, menerbitkan pelayanan perizinan dan non perizinan
h) menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang perizinan penanaman modal
i) menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
j) menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. 
5. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan 
Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengolah, memvalidasi, memverifikasi, mengevaluasi, mengidentifikasi, memonitoring mengoordinasikan, layanan pengendalian serta pelaporan layanan perizinan pengaduan, dan non perizinan. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan dan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan penanaman modal serta perizinan dan non perizinan
b. penyiapan pembinaan dan pengawasan dibidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan penanaman modal serta perizinan dan non perizinan
c. penyiapan bahan rencana program kerja dan kegiatan dibidang penanaman modal serta perizinan dan non perizinan
d. penyiapan bahan rencana perumusan kebijakan teknis dibidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan penanaman modal serta perizinan dan non perizinan
e. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan dibidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan penanaman modal serta perizinan dan non perizinan
f. penyiapan bahan penetapan kinerja dibidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan penanaman modal serta perizinan dan non perizinan
g. penyiapan penelitian dan penilaian dibidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan penanaman modal serta perizinan dan non perizinan
h. penyiapan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan penanaman modal serta perizinan dan non perizinan
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan penanaman modal serta perizinan dan non perizinan
j. penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya. 
Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan terdiri dari: 
1. Seksi Pengaduan dan Informasi Pelayanan 
Seksi Pengaduan dan Informasi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas menyiapkan pelayanan pengaduan, tindak lanjut pelayanan pengaduan, mengidentifikasi, mengoordinasikan, menganalisis pengaduan, informasi layanan, mengoperasionalkan, mengaplikasi sistem informasi layanan perizinan dan non perizinan, dengan uraian tugas sebagai berikut: 
a) menyiapkan pelaksanaan pelayanan pengaduan
b) menyiapkan rencana tindak lanjut pelayanan pengaduan
c) mengidentifikasi, mengoordinasikan dan menganalisis pengaduan
d) memberikan informasi layanan, mengoperasionalkan, mengaplikasi pada sistem informasi layanan perizinan dan non perizinan
e) menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. 
2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan
Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan dipimpin oleh mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, perumusan, rancangan, pengolahan, implikasi, sinkronisasi, koordinasi, analisis, pendampingan advokasi (ajudikasi dan mediasi), monitoring, evaluasi layanan, sosialisasi penyuluhan dibidang penyelenggaraan peizinan dan nonperizinan, dengan uraian tugas sebagai berikut: 
a) menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kebijakan dan penyuluhan pelayanan perizinan dan non perizinan
b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan penyuluhan pelayanan perizinan dan non perizinan
c) menyiapkan bahan rancangan dan pelaksanaan sosialisasi penyuluhan
d) menyiapkan bahan pemberian pendampingan advokasi (ajudikasi dan mediasi
e) menyiapkan bahan sosialiasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan
f) menyiapkan bahan monitoring, evaluasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan
g) menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. 
3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan. 
Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, kebijakan, koordinasi, penyelenggaraan, pengawasan, pelaksanaan dibidang pelaporan dan peningkatan layanan penanaman modal serta perizinan dan non perizinan, dengan uraian tugas sebagai berikut: 
a) menyiapkan dan mengumpulkan bahan peraturan perundang undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan pelaporan dan peningkatan layanan
b) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, perumusan dan penyelenggaraan kebijakan pelaporan dan peningkatan layanan
c) menyiapkan penyusunan bahan perencanaan pelaksanaan kegiatan berkaitan pelaporan dan peningkatan layanan
d) menyiapkan bahan pelaksanaan pengukuran terhadap mutu layanan
e) menyiapan bahan pelaksanaan memonitoring dan evaluasi layanan 
f) menyiapkan bahan perumusan standar layanan (Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Mandiri (SPM) dan Manual Prosedur (MP))
g) menyiapkan bahan pengolahan, penginputan, pendokumentasian dan pengarsipan data
h) menyiapkan bahan pemetaan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan peningkatan pendukung administrasi layanan
i) menyusun bahan inovasi pola layanan perizinan dan nonperizinan yang terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisiensi dan efektif
j) menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

D. Sarana dan Prasarana
Tabel di bawah ini menyajikan data mengenai ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh DPMPTSP Kota Dumai pada tahun 2024. Sarana dan prasarana ini merupakan komponen penting dalam mendukung kelancaran operasional pelayanan publik, terutama dalam hal administrasi perizinan. Masing-masing item dalam tabel ini mencantumkan jumlah unit yang tersedia beserta kategorisasi kondisi penggunaannya, yaitu dalam keadaan baik atau kurang.
Tabel IV.6
Sarana dan Prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	No
	Sarana dan Prasarana
	Jumlah
	Kategori

	1
	Komputer
	76 Unit
	Baik (64), Kurang (12)

	2
	Printer
	68 Unit
	Baik (66), Kurang (2)

	3
	Laptop
	16 Unit
	Baik (16)

	4
	Mesin Fotocopy
	2 Unit
	Baik (2)

	5
	Mesin Absensi
	1 Unit
	Baik (1)

	6
	Brankas Arsip
	16 Buah
	Baik (16)

	7
	Lemari Arsip
	97 Buah
	Baik (78), Kurang (19)

	8
	Kursi Kerja
	82 Buah
	Baik (78), Kurang (4)

	9
	Meja Kerja
	42 Unit
	Baik (39), Kurang (3)

	10
	Meja Rapat
	7 Unit
	Baik (4),   Kurang (3)

	11
	Kursi Rapat
	15 Buah
	Baik (15)

	12
	Televisi
	1 Unit
	Baik (1)

	13
	AC
	4 Unit
	Baik (4)

	14
	Kipas Angin
	4 Unit
	Baik (4)

	15
	Lemari
	4 Unit
	Baik (4)

	16
	Infocus
	2 Unit
	Baik (2)

	17
	Sound System
	1 Set
	Baik (1)

	18
	CCTV
	19 Unit
	Baik (19)

	19
	Sofa Tamu
	4 Set
	Baik (3),   Kurang (1)

	20
	Alat Pemadam Api
	13 Buah
	Baik (13)


Sumber Data: DPMPTSP Kota Dumai 2025
Berdasarkan data pada table IV.6 di atas, secara umum DPMPTSP Kota Dumai telah memiliki fasilitas yang cukup memadai dalam menunjang kegiatan pelayanan. Namun, terdapat beberapa sarana yang masih berada dalam kondisi kurang layak dan memerlukan perhatian lebih lanjut, seperti komputer, lemari arsip, dan meja rapat. Evaluasi secara berkala dan upaya pemeliharaan yang berkesinambungan menjadi penting untuk menjaga kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

BAB V
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN ONLINE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA DUMAI
A. Identitas Informan
Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai yang merupakan sebuah instansi pemerintah sebagai pelaku pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan indentitas informan penelitian yang berjudul Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan Online Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Kota Dumai dengan jumlah informan sebanyak 6 orang yang terdiri dari pegawai DPMPTSP sebanyak 3 orang dan masyarakat sebanyak 3 orang.
Untuk mendapatkan hasil penelitian, penulis melakukan wawancara secara mendalam dengan informan berdasarkan jenis kelamin, tingkat usia, dan tingkat pendidikan sehingga akan mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada pada penelitian penulis. Untuk melihat data informan dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:
1. Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin
Dalam penelitian yang penulis lakukan terhadap kualitas pelayanan perizinan online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, penulis mengambil beberapa pegawai DPMPTSP dan beberapa masyarakat yang berhubungan dengan kualitas pelayanan perizinan online untuk dijadikan objek penelitian. Dalam hal ini, penulis dapat memberikan gambaran perbedaan jenis kelamin yang akan menjadi informan penelitian. Untuk mengetahui perbedaan jenis kelamin informan, dapat dilihat dari table V.1 dibawah ini:
Table V.1
Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin
	No
	Jenis Kelamin
	Informan
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)

	
	
	Pegawai Dinas
	Masyarakat
	
	

	1
	Laki-laki
	2
	3
	5
	83,3%

	2
	Perempuan
	1
	-
	1
	16,7%

	Jumlah
	3
	2
	6
	100%


Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.1 di atas, terlihat bahwa jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang. Dari jumlah tersebut, 5 orang atau sekitar 83,3% adalah laki-laki, yang terdiri dari 2 pegawai Dinas dan 3 orang masyarakat. Sementara itu, informan perempuan berjumlah 1 orang atau 16,7%, dan berasal dari pegawai Dinas. Komposisi ini menunjukkan bahwa informan laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan dalam pelaksanaan penelitian ini.
2. Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur
Umur seseorang sering kali berpengaruh terhadap cara mereka menilai dan merespons suatu pelayanan. Semakin bertambah usia, biasanya semakin luas pula pengalaman dan cara pandang seseorang terhadap proses yang dijalani, termasuk dalam hal pelayanan perizinan. Untuk melihat tingkat usia para informan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel V.2 berikut:
Tabel V.2
Identitas Informan Berdasarkan Umur
	No
	Tingkat Umur (Tahun)
	Informan
	Jumlah (Orang)
	Persentase%

	
	
	Pegawai Dinas
	Masyarakat
	
	

	1
	35-45
	2
	2
	4
	66,7%

	2
	46-55
	-
	1
	1
	16,7%

	3
	56-65
	1
	-
	1
	16,7%

	Jumlah
	4
	2
	6
	100%


Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2025
Berdasarkan tabel V.2 di atas, dapat diketahui bahwa informan dengan rentang usia 35–45 tahun merupakan kelompok terbanyak yaitu sebanyak 4 orang dengan persentase 66,7% dari total informan. Selanjutnya, informan yang berusia 46–55 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 16,7%. Sedangkan informan yang termasuk dalam kelompok usia 56–65 tahun juga berjumlah 1 orang dengan persentase 16,7%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas informan berada pada usia produktif kerja.
3. Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi cara pandang, pengetahuan, dan kemampuan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin luas pula wawasan dan pemahaman informan mengenai prosedur, manfaat, serta kendala yang mungkin terjadi dalam proses pelayanan. Dengan demikian, latar belakang pendidikan menjadi salah satu tolok ukur dalam memahami sejauh mana informan dalam menilai pelayanan yang diberikan secara objektif.
Selain itu, latar belakang pendidikan yang beragam diantara informan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terkait penerimaan, penilaian, dan pengalaman mereka terhadap proses pelayanan. Untuk melihat data tingkat pendidikan informan, dapat di lihat pada  tabel V.3 berikut:
Tabel V.3
Identitas Informan Berdasarkan Pendidikan
	No
	Tingkat Pendidikan
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)

	1
	Sekolah Menengah Atas
	3
	50%

	2
	Strata 1
	1
	16,67%

	3
	Strata 2
	2
	33,33%

	Jumlah
	6
	100%


Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.3 di atas, dapat diketahui bahwa informan dalam penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Terdapat 3 orang informan (50%) yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), 1 orang informan (16,67%) berpendidikan Strata 1 (S1), dan 2 orang informan (33,33%) berpendidikan Strata 2 (S2). Hal ini menunjukkan bahwa informan yang terlibat memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik, sehingga diharapkan mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam terkait topik penelitian.


B. Kualitas Pelayanan Perizinan Online Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai
Kualitas pelayanan publik merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik yang baik tidak hanya mengutamakan hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses pelayanan itu sendiri, seperti kecepatan, ketepatan, keramahan, serta transparansi. Menurut (Nurdin, 2019), pelayanan publik yang ideal harus memenuhi lima dimensi utama, yaitu sarana pelayanan, keandalan metode dan sistem pelayanan, jaminan keamanan dan privasi, harga layanan yang terjangkau dan adil, serta empati. Kelima dimensi ini menjadi landasan utama penulis untuk menilai sejauh mana pelayanan publik mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat.
Pelayanan perizinan online melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang diterapkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai merupakan inovasi berbasis teknologi informasi yang bertujuan memberikan kemudahan dan percepatan proses perizinan. (Dwiyanto, 2011) menyatakan bahwa pelayanan publik berbasis elektronik dapat meminimalisir tatap muka antara petugas dan masyarakat, sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya praktik penyimpangan, mempercepat proses layanan, serta meningkatkan transparansi. Hal ini sangat cocok dengan tujuan OSS, yaitu mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dalam mendapatkan legalitas tanpa harus datang langsung ke banyak instansi.
Menurut (Nurdin, 2019)Keberhasilan pelayanan Online Single Submission (OSS) di DPMPTSP Kota Dumai juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Selanjutnya keandalan sistem pelayanan menjadi aspek penting lainnya, yang berarti kemampuan penyedia layanan untuk memberikan pelayanan yang akurat, tepat waktu, dan konsisten sesuai janji.
Selain itu, jaminan keamanan dan privasi dalam pelayanan publik juga menjadi perhatian penting. Harga layanan yang proporsional dan adil juga menjadi tolok ukur penting dalam proses pelayanan publik. Dan dimensi terakhir adalah empati, yaitu kemampuan petugas memahami kebutuhan dan kondisi masyarakat secara tulus. Empati berperan penting dalam menciptakan pengalaman pelayanan yang positif dan membangun hubungan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan lima indikator menurut Ismail Nurdin (2019) sebagai acuan untuk menganalisis kualitas pelayanan perizinan online di DPMPTSP Kota Dumai. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelayanan OSS, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan rekomendasi perbaikan pelayanan yang lebih baik ke depannya.
1. Sarana Pelayanan dalam Menunjang Pemberian Pelayanan
Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Hendra selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai sebagai berikut:
“Apakah menurut Bapak sistem pelayanan OSS ini mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai latar belakang?”. Beliau menjawab “OSS dirancang agar bisa digunakan semua masyarakat. Yang terbiasa dengan teknologi lebih cepat paham, sementara yang kurang paham mungkin agak bingung di awal. Namun, ada petugas yang siap membimbing sehingga tetap bisa mengurus izin dengan mudah”. Selanjutnya penulis kembali bertanya “Bagaimana pendapat Bapak tentang fasilitas yang ada di DPMPTSP Kota Dumai untuk membantu masyarakat mengurus izin OSS?”. Beliau menjawab “Fasilitas sudah cukup memadai, seperti ruang pelayanan yang nyaman, komputer khusus OSS, internet, layar informasi, dan petugas pendamping. Meski masih perlu penambahan komputer dan perbaikan jaringan, secara umum fasilitas yang ada sudah membantu masyarakat merasa lebih mudah dan nyaman”.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hendra selaku Kepala DPMPTSP Kota Dumai, diketahui bahwa sistem OSS dirancang agar dapat digunakan oleh masyarakat dari berbagai latar belakang, meskipun bagi yang kurang memahami teknologi seringkali mengalami kebingungan pada awalnya. Untuk mengatasi hal tersebut, DPMPTSP menyediakan petugas yang siap memberikan pendampingan hingga proses perizinan selesai. Selain itu, fasilitas pelayanan juga dinilai cukup memadai, seperti ruang pelayanan yang nyaman, komputer khusus OSS, jaringan internet, layar monitor informasi perizinan, serta pembenahan berkelanjutan berupa penambahan komputer dan menjaga kestabilan internet agar pelayanan semakin cepat dan membantu masyarakat. 
Selanjutnya penulis kembali bertanya dengan Ibu Dewi Darmawanti selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dengan pertanyaan yang sama, dan jawaban beliau sebagai berikut:
Beliau menjawab “Menurut saya, OSS cukup mudah diakses karena memang dirancang untuk semua kalangan. Hanya saja, masyarakat yang belum terbiasa dengan layanan online biasanya perlu pendampingan, dan hal itu bisa ditangani karena ada petugas yang selalu siap membantu”. Lalu beliau juga menjawab “Fasilitasnya sudah memadai, mulai dari ruang pelayanan yang nyaman, komputer, internet, hingga papan informasi. Petugas juga siap mendampingi di loket, dan ke depan fasilitas ini terus ditingkatkan agar pelayanan semakin baik”.
Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dewi Darmawanti selaku Sekretaris DPMPTSP Kota Dumai, sistem OSS telah dirancang agar dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai latar belakang, di mana bagi yang belum terbiasa menggunakan teknologi disediakan petugas pendamping agar proses perizinan tetap berjalan lancar. Fasilitas pelayanan juga dinilai memadai, meliputi ruang pelayanan yang nyaman, komputer, akses internet, papan informasi, serta petugas di loket, dan terus dievaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan.
Selanjutnya penulis kembali bertanya dengan Bapak Rodiansyah selaku Penjamin Mutu Produk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dengan pertanyaan yang sama, dan jawaban beliau sebagai berikut:
Beliau menjawab “Menurut saya, OSS sudah cukup mudah diakses semua kalangan, hanya sebagian masyarakat yang belum terbiasa layanan online perlu bimbingan. Karena itu, DPMPTSP selalu siap mendampingi agar proses perizinan tetap lancar”. Lalu beliau juga menjawab “Fasilitas di DPMPTSP Kota Dumai menurut saya sudah cukup mendukung jalannya pelayanan OSS. dengan adanya loket pelayanan, tempat konsultasi, formulir, petugas pendamping, serta informasi alur dan persyaratan yang mudah diakses. Ke depan, fasilitas ini akan terus ditingkatkan agar masyarakat semakin terbantu”.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rodiansyah selaku Penjamin Mutu Produk DPMPTSP Kota Dumai, sistem OSS dinilai cukup mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai latar belakang, meskipun sebagian masih membutuhkan bimbingan karena belum terbiasa dengan layanan online. Untuk itu, DPMPTSP menyediakan arahan dan pendampingan agar proses perizinan berjalan lancar. Fasilitas yang tersedia juga mendukung pelayanan, seperti loket pelayanan, tempat konsultasi, formulir, informasi alur dan persyaratan, serta petugas yang siap memberikan penjelasan. Meski demikian, upaya peningkatan fasilitas terus dilakukan agar pelayanan semakin optimal dan masyarakat merasa terbantu.
Selanjutnya pertanyaan yang sama juga penulis tanyakan dengan Bapak Reos selaku masyarakat yang mengurus perizinan Pendaftaran UMKM melalui OSS sebagai berikut:
“Apakah menurut Bapak sistem pelayanan OSS ini mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai latar belakang?”. Beliau menjawab “Menurut saya belum semua sih, karena nggak semua masyarakat ngerti yang kayak beginian. Jadi menurut saya belum pas lah untuk semua kalangan”. Lalu beliau kembali menjawab “Kemarin saya ke kantornya langsung karena surat izin saya agak lama siapnya. Dari yang saya lihat, fasilitasnya sudah ada dan membantu, cuma kendalanya di internet aja kemarin. Saran saya, fasilitasnya lebih ditingkatkan, misalnya ada tempat khusus untuk OSS, jadi masyarakat nggak usah bolak-balik ke kantor lagi”.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Reos, diketahui bahwa akses terhadap OSS masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat, terutama yang kurang familiar dengan teknologi atau tinggal di wilayah dengan keterbatasan internet. Meskipun sosialisasi sudah dilakukan, belum semua kalangan, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah, dapat merasakan manfaatnya, sehingga diperlukan upaya lebih intensif seperti pelatihan atau bimbingan teknis. Dari sisi fasilitas, DPMPTSP Kota Dumai telah menyediakan ruang pelayanan yang nyaman, komputer untuk masyarakat, serta petugas pendamping, namun kendala jaringan internet yang kadang melambat masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, ia menyarankan adanya ruang khusus layanan OSS dengan internet stabil dan pendampingan penuh agar masyarakat dapat menyelesaikan perizinan di satu tempat tanpa kesulitan.
Kemudian Penulis bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Taufik sebagai masyarakat yang menggunakan OSS juga untuk mengurus perizinan Izin Usaha Perdagangan sebagai berikut:
Beliau menjawab “Menurut saya, OSS ini kalau udah tahu caranya ya gampang aja, cuma awal-awal memang agak bingung nyari menunya di layar. Waktu itu saya sempat tanya ke petugas, terus dibantu sampai bisa. Jadi, walaupun pertama agak bingung, ujung-ujungnya bisa juga”. Kemudian beliau juga menjawab “Kalau soal fasilitas, menurut saya cukup membantu. Di sistem OSS ini udah lengkap panduan sama petunjuknya, jadi bisa diakses langsung dari HP atau laptop di rumah. Ada juga nomor layanan yang bisa dihubungi kalau kita bingung, jadi nggak harus datang ke mana-mana”.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Taufik selaku pengguna OSS untuk mengurus Izin Usaha Perdagangan, sistem ini dinilai relatif mudah digunakan setelah memahami caranya, meskipun pada awalnya sempat menimbulkan kebingungan dalam mencari menu yang diperlukan hingga akhirnya terbantu oleh petugas. Fasilitas pendukung OSS juga cukup membantu, seperti panduan dan petunjuk lengkap yang dapat diakses melalui HP atau laptop dari rumah, serta ketersediaan nomor layanan yang bisa dihubungi saat mengalami kesulitan, sehingga masyarakat tidak selalu perlu datang langsung ke kantor untuk menyelesaikan perizinan.
Lalu penulis juga bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Zulkifli sebagai masyarakat yang mengurus perizinan Nomor Induk Berusaha melalui OSS sebagai berikut:
Beliau menjawab “Kalau untuk yang udah biasa pakai HP atau internet sih gampang ya, tapi kayaknya masih banyak juga yang bingung , apalagi untuk yang udah tua terus gak ngerti teknologi”. Selanjutnya beliau juga menjawab “Lumayan membantu, tapi ya gitulah kadang internetnya lemot, jadi susah masuk ke akunnya”.
	Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zulkifli, sistem OSS dinilai cukup mudah digunakan bagi masyarakat yang terbiasa dengan HP atau internet, namun masih membingungkan bagi kalangan lanjut usia maupun yang kurang memahami teknologi, sehingga dibutuhkan pendampingan khusus bagi kelompok tersebut. Dari sisi fasilitas, DPMPTSP Kota Dumai telah menyediakan sarana yang cukup membantu dalam proses perizinan, namun kendala jaringan internet yang terkadang lambat masih menjadi hambatan, karena dapat mengganggu kelancaran akses OSS terutama ketika masyarakat membutuhkan pelayanan cepat.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DPMPTSP Kota Dumai dan masyarakat, sistem OSS pada dasarnya telah dirancang agar dapat diakses oleh berbagai kalangan. Masyarakat yang terbiasa menggunakan teknologi merasa lebih mudah, sementara kelompok yang kurang familiar, seperti lanjut usia dan pelaku usaha kecil, masih menghadapi kendala sehingga memerlukan pendampingan. Untuk itu, DPMPTSP menyediakan petugas, sosialisasi, dan panduan agar proses perizinan tetap dapat berjalan.
Dari sisi fasilitas, DPMPTSP telah menyiapkan ruang pelayanan nyaman, komputer OSS, akses internet, papan informasi, sarana konsultasi, serta layanan bantuan yang dapat diakses dari rumah. Hal ini membuat masyarakat merasa lebih terbantu, namun kendala utama yang masih dirasakan adalah jaringan internet yang kurang stabil serta keterbatasan jumlah komputer. Oleh karena itu, indikator sarana pelayanan dalam menunjang pemberian pelayanan dapat di nilai cukup baik, serta masih memerlukan peningkatan infrastruktur agar pelayanan lebih optimal dan merata bagi seluruh masyarakat.
2. Keandalan Metode dan Sistem  Pelayanan yang Efektif dan Efisien
Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Hendra selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai sebagai berikut:
“Menurut pendapat Bapak, apakah waktu penyelesaian layanan perizinan online sudah sesuai dengan estimasi atau standar waktu yang diinformasikan?”. Beliau menjawab “Umumnya sesuai estimasi, bahkan bisa lebih cepat jika syarat lengkap. Jika ada verifikasi atau kendala teknis, bisa sedikit lebih lama, tapi masyarakat selalu diberi informasi”. Selanjutnya penulis kembali bertanya “Menurut pendapat Bapak, bagaimana proses penggunaan sistem OSS, apakah sudah berjalan lancar dan minim gangguan teknis?”. Beliau menjawab “Sejauh ini cukup lancar, hanya sesekali terkendala jaringan atau sistem pusat, dan langsung ditangani. Petugas juga siap membantu masyarakat yang kesulitan”. Lalu penulis bertanya lagi “Menurut pendapat Bapak, jika terdapat kendala saat penggunaan sistem OSS, kapan biasanya waktu penyelesaian kendala tersebut? Apakah bisa terselesaikan dalam waktu 1 hari?”. Beliau menjawab “Biasanya cepat, kecuali gangguan sistem pusat yang bisa sampai dua hari. Selama itu masyarakat tetap diinformasikan perkembangannya”.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hendra selaku Kepala DPMPTSP Kota Dumai, waktu penyelesaian layanan perizinan online umumnya sesuai standar dan bahkan bisa lebih cepat apabila persyaratan lengkap. Kendala yang muncul biasanya terkait verifikasi dokumen atau gangguan teknis dari sistem pusat, namun segera dikoordinasikan agar tidak menghambat pelayanan. Secara umum, proses penggunaan OSS berjalan lancar, terutama bagi masyarakat yang terbiasa menggunakan perangkat digital, sementara bagi yang masih kesulitan selalu didampingi petugas di meja layanan. Jika kendala yang terjadi tergolong ringan, penyelesaiannya dapat dilakukan segera, sedangkan untuk kendala berat yang berkaitan dengan sistem pusat bisa memakan waktu hingga dua hari. Meski demikian, masyarakat selalu diberikan informasi perkembangan proses agar tetap merasa terlayani dengan baik, sehingga komitmen DPMPTSP untuk menjaga kecepatan, ketepatan, dan transparansi pelayanan tetap terjaga.
Selanjutnya penulis kembali bertanya dengan Ibu Dewi Darmawanti selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dengan pertanyaan yang sama, dan jawaban beliau sebagai berikut:
Beliau menjawab “Sejauh ini, umumnya sesuai estimasi, bahkan bisa lebih cepat jika persyaratan lengkap. Kalau ada dokumen kurang atau perlu verifikasi, waktunya bisa sedikit mundur, tapi tetap berusaha sesuai standar”. Kemudian beliau kembali menjawab “Secara umum cukup lancar. Kendala teknis seperti jaringan atau maintenance pusat kadang terjadi, namun jarang dan segera ditangani agar pelayanan tidak terhenti”. Lalu juga menjawab lagi “Kendala ringan biasanya selesai hari itu juga. Jika berasal dari sistem pusat, bisa lebih dari satu hari, dan masyarakat selalu diberi penjelasan”.
Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dewi Darmawanti, Sekretaris DPMPTSP Kota Dumai, layanan perizinan online OSS umumnya selesai sesuai estimasi dan bisa lebih cepat jika persyaratan lengkap, meski kadang mundur karena verifikasi dokumen. Proses penggunaan OSS berjalan cukup lancar, hanya sesekali terkendala jaringan atau sistem pusat yang segera diatasi agar pelayanan tidak terhenti lama. Kendala ringan biasanya cepat diselesaikan, sedangkan kendala dari sistem pusat memerlukan waktu lebih lama. Meski begitu, masyarakat selalu diberi informasi perkembangan, menunjukkan komitmen DPMPTSP dalam menjaga pelayanan yang responsif, transparan, dan terpercaya.
Selanjutnya penulis kembali bertanya dengan Bapak Rodiansyah selaku Penjamin Mutu Produk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dengan pertanyaan yang sama, dan jawaban beliau sebagai berikut:
Beliau menjawab “Waktu penyelesaian perizinan online umumnya sesuai estimasi, bahkan bisa lebih cepat jika berkas lengkap. Jika ada verifikasi ulang atau kendala teknis, waktunya bisa sedikit mundur, namun pelayanan tetap diusahakan sesuai standar dan masyarakat selalu diinformasikan perkembangannya”. Kemudian beliau juga menjawab “Proses penggunaan OSS sejauh ini cukup lancar. Kendala seperti jaringan lambat atau pemeliharaan sistem pusat jarang terjadi dan segera ditangani. Petugas juga selalu siap membantu agar perizinan tetap berjalan baik”. Lalu beliau juga menjawab “Kendala OSS umumnya bisa diselesaikan cepat, bahkan dalam sehari jika masalahnya sederhana. Namun, jika terkait sistem pusat bisa memakan waktu hingga dua hari, dan masyarakat tetap diberi informasi perkembangan penyelesaiannya”.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rodiansyah selaku Penjamin Mutu Produk DPMPTSP Kota Dumai, waktu penyelesaian layanan perizinan online umumnya sesuai estimasi dan bisa lebih cepat jika persyaratan lengkap. Kendala seperti verifikasi ulang dokumen, jaringan internet lambat, atau perbaikan sistem pusat memang kadang terjadi, namun segera ditangani agar tidak menghambat pelayanan. Penyelesaian kendala ringan biasanya cepat, sedangkan yang terkait sistem pusat dapat memakan waktu 1–2 hari. Selama proses tersebut, masyarakat tetap diberi informasi perkembangan, sehingga pelayanan tetap terjaga dengan baik, cepat, dan transparan.
Selanjutnya pertanyaan yang sama juga penulis tanyakan dengan Bapak Reos selaku masyarakat yang mengurus perizinan Pendaftaran UMKM melalui OSS sebagai berikut:
“Menurut pendapat Bapak, apakah waktu penyelesaian layanan perizinan online sudah sesuai dengan estimasi atau standar waktu yang diinformasikan?”. Selanjutnya penulis kembali bertanya “Menurut pendapat Bapak, bagaimana proses penggunaan sistem OSS, apakah sudah berjalan lancar dan minim gangguan teknis?”. Beliau menjawab “Kalau yang saya alami gak sesuai ya, kemarin katanya selesai dalam waktu 3 hari kerja, tapi saya malah 1 minggu baru siap, jadi gak sesuailah menurut saya”. Lalu penulis bertanya lagi “Menurut pendapat Bapak, jika terdapat kendala saat penggunaan sistem OSS, kapan biasanya waktu penyelesaian kendala tersebut?” Beliau menjawab “Belum lancar sih, karena masih sering error juga, loading terus, dan gak bisa saya lihat bagaimana progres surat izin milik saya jadinya”. Lalu beliau juga menjawab “Saya kemarin 2 hari kalau gak salah, karena katanya sih dari pusatnya yang bermasalah”. 
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Reos, waktu penyelesaian layanan OSS tidak selalu sesuai estimasi, misalnya izin yang dijanjikan selesai tiga hari justru baru keluar setelah satu minggu. Ia juga menilai proses OSS belum lancar karena masih sering terjadi error, loading lama, dan sulit memantau progres izin, sehingga pemohon merasa tidak mendapat kepastian. Jika terjadi kendala, penyelesaiannya bisa memakan waktu hingga dua hari terutama bila berasal dari sistem pusat, yang berdampak pada keterlambatan perizinan dan mengganggu kegiatan masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan teknis serta percepatan penanganan agar OSS lebih efektif dan memuaskan.
Kemudian Penulis bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Taufik sebagai masyarakat yang menggunakan OSS juga untuk mengurus perizinan Izin Usaha Perdagangan sebagai berikut:
Beliau menjawab “Kemarin pas saya ngurus, waktunya sesuai sama yang mereka bilang. Soalnya berkas saya udah lengkap dari awal, jadi prosesnya lancar sampai izinnya keluar”. Lalu beliau kembali menjawab “Prosesnya waktu saya pakai sih lancar-lancar aja, nggak ada gangguan. Dari awal login sampai izin jadi, semua langkah bisa diikuti dengan jelas”. Kemudian beliau kembali menjawab “Kalau pas ada kendala, biasanya mereka respon cepat lewat nomor layanan atau email. Memang nggak selalu bisa selesai hari itu juga, tapi kalau masalahnya ringan biasanya cepat dibantu”.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Taufik, waktu penyelesaian layanan perizinan online sesuai dengan estimasi karena berkas yang diajukan sudah lengkap, sehingga proses berjalan lancar tanpa kendala. Hal ini menunjukkan bahwa kelengkapan dokumen menjadi faktor penting dalam mempercepat penerbitan izin melalui OSS. Selain itu, ketika terjadi kendala, pihak terkait biasanya merespon cepat melalui nomor layanan atau email yang tersedia. Meski tidak selalu terselesaikan pada hari yang sama, kendala ringan umumnya segera ditangani, mencerminkan perhatian dan ketanggapan petugas dalam membantu masyarakat agar proses perizinan tetap berjalan baik.
Lalu penulis juga bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Zulkifli sebagai masyarakat yang mengurus perizinan Nomor Induk Berusaha melalui OSS sebagai berikut:
Beliau menjawab “Kalau yang saya alami agak lama ya, soalnya kemarin sistemnya error, jadi saya tidak bisa login”. Kemudian beliau juga menjawab “Kalau menurut saya tidak berjalan lancar, soalnya kemarin saya gak bisa login. Jadi saya harus nunggu sampai sistemnya bagus dulu”. Lalu beliau juga menjawab “Lumayan cepat sih, saya kemarin login di jam 11 siang karena tidak bisa, saya coba login lagi dijam 3 siang dan alhamdulillahnya bisa”.
	Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zulkifli, waktu penyelesaian layanan perizinan online yang ia alami tidak sepenuhnya sesuai estimasi karena sistem sempat error dan ia tidak bisa login, sehingga proses izin tertunda. Kondisi ini dinilai cukup menghambat, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan cepat. Ia juga menyampaikan bahwa penggunaan OSS belum sepenuhnya lancar karena gangguan teknis membuat pelayanan menjadi kurang efisien. Namun, penyelesaian kendala terbilang cukup cepat; misalnya ketika ia tidak bisa login pada pukul 11 siang, sistem sudah kembali normal sekitar pukul 3 sore di hari yang sama, sehingga proses perizinan dapat dilanjutkan tanpa menunggu terlalu lama.
	Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DPMPTSP Kota Dumai, waktu penyelesaian layanan perizinan online melalui OSS pada umumnya sudah sesuai dengan estimasi dan bahkan bisa lebih cepat jika persyaratan lengkap. Namun, keterlambatan masih dapat terjadi akibat verifikasi ulang dokumen atau kendala teknis dari sistem pusat. Proses penggunaan OSS juga dinilai cukup lancar, meskipun sesekali muncul masalah seperti jaringan internet lambat atau pemeliharaan sistem. Kendala ringan biasanya dapat segera diatasi, sedangkan kendala yang berasal dari sistem pusat membutuhkan waktu satu hingga dua hari. Selama itu, petugas selalu berupaya memberikan informasi perkembangan agar masyarakat tetap mengetahui kondisi yang terjadi.
Sementara itu, pengalaman masyarakat menunjukkan hasil yang beragam. Sebagian merasa pelayanan sudah sesuai estimasi dan lancar, tetapi ada juga yang mengeluhkan keterlambatan dan kendala teknis seperti error sistem, loading berkepanjangan, atau sulit login. Hal ini menimbulkan ketidakpastian waktu dan dapat menunda proses perizinan, sehingga pelayanan terasa kurang efisien. Meski begitu, masyarakat mengakui bahwa petugas tetap responsif dalam memberikan bantuan, baik secara langsung di loket maupun melalui layanan online. Dengan demikian, keandalan pada sistem OSS dinilai cukup baik, dan masih diperlukan peningkatan stabilitas jaringan dan keandalan sistem agar pelayanan lebih konsisten, efisien, serta memberikan kepastian waktu bagi seluruh masyarakat.
3. Jaminan Keamanan dan Privasi terhadap Produk Pelayanan
Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Hendra selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai sebagai berikut:
“Menurut pendapat bapak, apakah ada penjelasan atau informasi yang diberikan terkait perlindungan dan jaminan keamanan data pribadi?”. Beliau menjawab “Ya, masyarakat selalu diberi penjelasan bahwa data hanya digunakan untuk keperluan perizinan sesuai aturan. OSS juga memiliki mekanisme keamanan dari pemerintah pusat sehingga data tidak disalahgunakan”. Kemudian penulis kembali bertanya “Menurut Pendapat Bapak, apakah sistem peizinan online melalui OSS ini sudah cukup aman dari ancaman kebocoran atau penyalahgunaan data?”. Beliau menjawab “OSS dilengkapi pengamanan berlapis dan data tersimpan di server resmi dengan regulasi ketat. Jika ada potensi kerentanan, segera dikoordinasikan untuk perbaikan, sehingga sejauh ini sistem dinilai cukup aman”.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hendra selaku pihak DPMPTSP Kota Dumai, perlindungan dan keamanan data pribadi dalam layanan perizinan online melalui OSS sudah menjadi prioritas dengan selalu diberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa data hanya digunakan untuk keperluan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem OSS sendiri dikelola oleh pemerintah pusat dengan mekanisme pengamanan berlapis, penyimpanan data di server resmi, serta regulasi ketat terkait akses informasi, sehingga masyarakat dapat merasa lebih tenang terhadap potensi penyalahgunaan data. Meski demikian, pihak DPMPTSP tetap waspada terhadap kerentanan sistem dan siap berkoordinasi untuk perbaikan jika terjadi kendala, sehingga secara keseluruhan sistem OSS dinilai cukup aman dari ancaman kebocoran maupun penyalahgunaan data.
Selanjutnya penulis kembali bertanya dengan Ibu Dewi Darmawanti selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dengan pertanyaan yang sama, dan jawaban beliau sebagai berikut:
Beliau menjawab “Ada, penjelasan yang kami sampaikan kepada masyarakat terkait perlindungan dan jaminan keamanan data pribadi bisa didapat saat mereka datang langsung ke kantor atau melalui media informasi yang sudah disediakan. Kami memastikan masyarakat tahu bahwa data mereka aman, hanya digunakan untuk proses perizinan, dan dilindungi sesuai peraturan”. Lalu beliau kembali menjawab “OSS memiliki pengamanan berlapis dari pemerintah pusat, data tersimpan di server resmi dan diatur dengan regulasi ketat. Jika ada potensi kerentanan, langsung ditangani, sehingga sejauh ini dinilai cukup aman”.
Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ibu Dewi Darmawanti selaku Sekretaris DPMPTSP Kota Dumai, penjelasan mengenai perlindungan dan jaminan keamanan data pribadi telah diberikan kepada masyarakat baik secara langsung ketika datang ke kantor maupun melalui media informasi yang tersedia. Masyarakat dijelaskan bahwa data mereka aman, hanya digunakan untuk proses perizinan, serta dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, sistem OSS sendiri sudah dilengkapi dengan pengamanan berlapis yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat, dimana data masyarakat tersimpan di server resmi dan dijaga dengan regulasi ketat. Walaupun begitu, pihak terkait tetap bersikap waspada terhadap potensi kerentanan sistem dan siap berkoordinasi untuk perbaikan, sehingga secara keseluruhan OSS dinilai cukup aman dari ancaman kebocoran maupun penyalahgunaan data.
Selanjutnya penulis kembali bertanya dengan Bapak Rodiansyah selaku Penjamin Mutu Produk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dengan pertanyaan yang sama, dan jawaban beliau sebagai berikut:
Beliau menjawab “Tentu ada, masyarakat selalu diberi penjelasan baik melalui petugas maupun media resmi yang tersedia. Dijelaskan bahwa data hanya dipakai untuk keperluan perizinan, dikelola sesuai aturan, dan dijamin kerahasiaannya”. Kemudian beliau kembali menjawab “OSS dirancang dengan pengamanan berlapis, data tersimpan di server resmi, dan akses dibatasi sesuai kebutuhan. Sejauh ini tidak pernah ditemukan penyalahgunaan atau kebocoran, dan pengawasan rutin tetap dilakukan agar masyarakat merasa lebih tenang dan yakin bahwa data mereka aman”.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rodiansyah selaku Penjamin Mutu Produk DPMPTSP Kota Dumai, diketahui bahwa masyarakat selalu diberikan penjelasan terkait perlindungan dan jaminan keamanan data pribadi, baik melalui petugas pelayanan maupun media resmi yang tersedia. Data masyarakat hanya digunakan untuk kepentingan perizinan dan dikelola sesuai aturan, sehingga kerahasiaannya tetap terjaga. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa sistem OSS telah dirancang dengan pengamanan yang cukup ketat, dimana akses data dibatasi sesuai kebutuhan dan sejauh ini belum pernah ditemukan adanya penyalahgunaan maupun kebocoran data. Meskipun demikian, pengawasan tetap dilakukan secara berkala agar masyarakat semakin yakin bahwa informasi pribadinya aman di dalam sistem tersebut.
Selanjutnya pertanyaan yang sama juga penulis tanyakan dengan Bapak Reos selaku masyarakat yang mengurus perizinan Pendaftaran UMKM melalui OSS sebagai berikut:
Beliau menjawab “Kalau dari pengalaman saya, ada penjelasan yang disampaikan. Waktu saya mengurus pendaftaran UMKM lewat OSS, pihak petugas menjelaskan kalau data pribadi hanya dipakai untuk kebutuhan perizinan saja. Selain itu, mereka juga menegaskan bahwa data dijaga sesuai aturan, jadi saya merasa lebih yakin untuk melanjutkan prosesnya”. Kemudian beliau kembali menjawab “Selama ini saya belum dapat kabar tentang data bocor ya, jadi saya rasa cukup amanlah”.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Reos selaku masyarakat pengguna layanan OSS, beliau menyampaikan bahwa saat mengurus pendaftaran UMKM pihak petugas memberikan penjelasan terkait perlindungan data pribadi. Dijelaskan bahwa data tersebut hanya digunakan untuk keperluan perizinan dan dikelola sesuai aturan yang berlaku, sehingga dirinya merasa lebih yakin untuk melanjutkan proses. Lebih lanjut, beliau menuturkan bahwa selama ini belum pernah mendengar adanya kasus kebocoran data, sehingga menurutnya sistem OSS sudah cukup aman dari ancaman penyalahgunaan informasi pribadi.
Kemudian Penulis bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Taufik sebagai masyarakat yang menggunakan OSS juga untuk mengurus perizinan Izin Usaha Perdagangan sebagai berikut:
Beliau menjawab “Iya, pas daftar itu ada penjelasan kalau data kita dilindungi dan nggak akan dipakai sembarangan. Semua prosesnya juga lewat sistem resmi pemerintah, jadi lebih tenang”. Kemudian beliau kembali menjawab “Saya rasa cukup aman, soalnya semua aksesnya pakai akun pribadi dan verifikasi. Jadi nggak sembarang orang bisa buka data kita”.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Taufik sebagai masyarakat pengguna OSS dalam pengurusan Izin Usaha Perdagangan, beliau menjelaskan bahwa saat proses pendaftaran terdapat penjelasan terkait perlindungan dan keamanan data pribadi. Menurutnya, data masyarakat dijamin aman karena tidak digunakan sembarangan dan seluruh proses berlangsung melalui sistem resmi pemerintah, sehingga memberikan rasa tenang. Lebih lanjut, beliau menilai sistem OSS cukup aman dari ancaman kebocoran maupun penyalahgunaan data, sebab setiap akses hanya dapat dilakukan dengan akun pribadi dan verifikasi, sehingga tidak sembarang orang bisa membuka informasi tersebut.
Lalu penulis juga bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Zulkifli sebagai masyarakat yang mengurus perizinan Nomor Induk Berusaha melalui OSS sebagai berikut:
Beliau menjawab “Dijelasin, tapi nggak terlalu jelas, kita juga nggak tau pastinya data tu aman atau tidak”. Kemudian beliau kembali menjawab “Mudah-mudahan aman, tapi yang namanya sistem online ya pasti tetap ada hal yang di khawatirkan. Cuma selama ini sih belum ada masalah yang saya hadapi”.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zulkifli sebagai masyarakat yang mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS, beliau menyampaikan bahwa memang ada penjelasan mengenai perlindungan dan keamanan data pribadi, namun informasi yang diberikan dirasa kurang jelas sehingga menimbulkan keraguan apakah data benar-benar aman. Meski demikian, beliau menilai sistem OSS sejauh ini masih berjalan baik tanpa kendala berarti. Menurutnya, walaupun sistem online tetap menyisakan kekhawatiran terhadap potensi kebocoran atau penyalahgunaan data, hingga saat ini ia belum pernah mengalami masalah terkait keamanan data dalam penggunaan layanan tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara, DPMPTSP Kota Dumai menegaskan bahwa perlindungan data pribadi pemohon merupakan prioritas dalam pelayanan perizinan OSS. Data hanya digunakan untuk kepentingan perizinan, dikelola sesuai aturan, dan dilindungi dengan sistem keamanan berlapis yang diawasi pemerintah pusat. Upaya ini dilakukan agar masyarakat merasa tenang dan yakin bahwa data mereka tidak disalahgunakan.
Sementara itu, masyarakat pengguna OSS umumnya merasa cukup aman karena adanya akun pribadi dan sistem verifikasi. Meski begitu, sebagian masih menganggap penjelasan terkait perlindungan data belum sepenuhnya jelas, sehingga menimbulkan sedikit keraguan. Secara keseluruhan, jaminan keamanan dan privasi dalam pelayanan OSS di DPMPTSP Kota Dumai dinilai sudah baik, karena mayoritas masyarakat merasakan perlindungan data yang memadai. Meski demikian, peningkatan transparansi informasi, pengawasan, serta edukasi tetap diperlukan agar kepercayaan masyarakat semakin kuat.
4. Harga Produk Layanan yang Terjangkau, Proporsional, dan Adil
Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Hendra selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai sebagai berikut:
“Apakah ada biaya yang dikenakan dalam proses pengurusan izin melalui OSS di DPMPTSP Kota Dumai?”. Beliau menjawab “Seluruh proses perizinan yang diajukan melalui OSS di DPMPTSP Kota Dumai tidak dikenakan biaya atau gratis. Masyarakat bisa mengurus izin usaha maupun izin lainnya tanpa dipungut biaya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Kemudian penulis kembali bertanya “Bagaimana pendapat Bapak mengenai kebijakan layanan perizinan OSS yang digratiskan ini, apakah sudah membantu meringankan masyarakat dalam mengurus izin usaha?”. Beliau menjawab “Menurut saya, kebijakan perizinan OSS yang digratiskan ini sangat membantu masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah. Mereka jadi tidak terbebani biaya dalam mengurus izin, sehingga lebih banyak yang terdorong untuk mendaftarkan usahanya secara resmi. Dengan begitu, iklim usaha di Kota Dumai bisa lebih berkembang karena masyarakat merasa dipermudah dalam pengurusan perizinan”.
Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Hendra selaku Kepala DPMPTSP Kota Dumai, diketahui bahwa seluruh proses pengurusan izin melalui OSS tidak dikenakan biaya alias gratis sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini dinilai sangat membantu masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah, karena mereka tidak lagi terbebani biaya dalam pengurusan izin. Hal ini mendorong semakin banyak pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya secara resmi, sehingga iklim usaha di Kota Dumai dapat berkembang lebih baik dengan adanya kemudahan perizinan tersebut.
Selanjutnya penulis kembali bertanya dengan Ibu Dewi Darmawanti selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dengan pertanyaan yang sama, dan jawaban beliau sebagai berikut:
Beliau menjawab “Tidak ada biaya yang dikenakan dalam proses pengurusan izin melalui OSS di DPMPTSP Kota Dumai. Semua layanan perizinan yang ada dapat diakses masyarakat secara gratis tanpa pungutan, karena memang sudah menjadi komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan yang transparan dan mudah diakses”. Kemudian beliau kembali menjawab “Kebijakan layanan perizinan OSS yang digratiskan ini tentu sangat meringankan beban masyarakat. Banyak pelaku usaha yang awalnya enggan mengurus izin karena khawatir ada biaya, sekarang merasa lebih tenang karena prosesnya gratis. Hal ini membuat masyarakat lebih terdorong untuk mengurus perizinan usahanya secara resmi, dan pada akhirnya akan berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Dumai”.
Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Dewi Darmawanti selaku Sekretaris DPMPTSP Kota Dumai, seluruh proses pengurusan izin melalui OSS dipastikan gratis tanpa pungutan, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan transparan dan mudah diakses. Kebijakan ini dinilai sangat meringankan masyarakat, terutama pelaku usaha, karena mereka tidak lagi khawatir dengan biaya, sehingga lebih terdorong untuk mengurus izin secara resmi yang pada akhirnya berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Dumai.
Selanjutnya penulis kembali bertanya dengan Bapak Rodiansyah selaku Penjamin Mutu Produk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dengan pertanyaan yang sama, dan jawaban beliau sebagai berikut:
Beliau menjawab “Seluruh proses perizinan melalui OSS di DPMPTSP Kota Dumai tidak dipungut biaya apapun. Masyarakat bisa mengurus izin dengan mudah dan gratis, karena tujuan utama layanan ini adalah memberikan kemudahan berusaha tanpa memberatkan masyarakat”.Lalu beliau juga menjawab “Kebijakan perizinan OSS yang digratiskan ini jelas sangat membantu masyarakat. Dengan tidak adanya biaya, masyarakat bisa lebih mudah dan cepat mengurus izin tanpa merasa terbebani. Apalagi bagi pelaku usaha kecil, kebijakan ini memberi dorongan agar mereka berani mendaftarkan usahanya secara resmi. Jadi dari sisi pelayanan, kebijakan ini sangat positif karena benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat”.
Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Rodiansyah selaku Penjamin Mutu Produk DPMPTSP Kota Dumai, dijelaskan bahwa seluruh proses pengurusan izin melalui OSS tidak dipungut biaya apapun, sehingga masyarakat dapat mengurus izin dengan mudah dan gratis. Menurut beliau, kebijakan ini sangat membantu masyarakat, terutama pelaku usaha kecil, karena tidak lagi terbebani biaya dan lebih terdorong untuk mendaftarkan usahanya secara resmi, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan dan berdampak positif terhadap kemudahan berusaha di Kota Dumai.
Selanjutnya pertanyaan yang sama juga penulis tanyakan dengan Bapak Reos selaku masyarakat yang mengurus perizinan Pendaftaran UMKM melalui OSS sebagai berikut:
“Apakah ada biaya yang dikenakan dalam proses pengurusan izin melalui OSS di DPMPTSP Kota Dumai?”. Beliau menjawab “Waktu saya mengurus izin UMKM melalui OSS di DPMPTSP Kota Dumai memang tidak dikenakan biaya sama sekali. Prosesnya gratis dari awal sampai izin keluar”. Kemudian penulis kembali bertanya “Bagaimana pendapat Bapak mengenai kebijakan layanan perizinan OSS yang digratiskan ini, apakah sudah membantu meringankan masyarakat dalam mengurus izin usaha?”. “Menurut saya, kebijakan perizinan OSS yang gratis ini memang sangat membantu. Kalau harus bayar tentu akan memberatkan, apalagi bagi kami yang baru memulai usaha. Dengan gratis, saya bisa mengurus izin UMKM tanpa khawatir soal biaya, jadi lebih semangat untuk mendaftarkan usaha secara resmi”.
Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Reos selaku masyarakat yang mengurus perizinan melalui OSS (Pendaftaran UMKM), beliau menyampaikan bahwa proses pengurusan izin UMKM di DPMPTSP Kota Dumai tidak dikenakan biaya sama sekali atau gratis dari awal hingga izin diterbitkan. Menurut beliau, kebijakan perizinan OSS yang digratiskan ini sangat membantu masyarakat, terutama pelaku usaha baru, karena tidak terbebani biaya dan justru semakin termotivasi untuk mendaftarkan usahanya secara resmi.
Kemudian Penulis bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Taufik sebagai masyarakat yang menggunakan OSS juga untuk mengurus perizinan Izin Usaha Perdagangan sebagai berikut:
Beliau menjawab “Waktu saya ngurus izin lewat OSS di DPMPTSP memang tidak ada biaya sama sekali. Saya hanya daftar secara online, lengkapi data, terus datang ke kantor untuk verifikasi, dan semuanya gratis. Jadi memang tidak dipungut biaya, cuma butuh kesabaran karena harus menunggu prosesnya”. Lalu beliau kembali menjawab “Kalau menurut saya jelas terasa ringan, karena untuk buka usaha modalnya saja sudah besar. Jadi dengan izin gratis, beban kami berkurang. Prosesnya juga sederhana, tinggal isi data dan ikuti langkah di OSS. Sangat membantu bagi pedagang seperti saya”.
Kemudian penulis bertanya lagi dengan Bapak Taufik selaku masyarakat yang menggunakan OSS (Izin Usaha Perdagangan) untuk mengurus perizinan. Beliau menyampaikan bahwa proses pengurusan izin melalui OSS di DPMPTSP Kota Dumai tidak dipungut biaya sama sekali, mulai dari pendaftaran online, melengkapi data, hingga verifikasi di kantor, semuanya gratis meskipun membutuhkan kesabaran menunggu proses selesai. Menurut beliau, kebijakan layanan perizinan OSS yang digratiskan ini sangat meringankan masyarakat, terutama pedagang, karena tidak menambah beban biaya di tengah modal usaha yang sudah besar, sekaligus memberikan kemudahan dengan proses yang sederhana dan mudah diikuti.
Lalu penulis juga bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Zulkifli sebagai masyarakat yang mengurus perizinan Nomor Induk Berusaha melalui OSS sebagai berikut:
Beliau menjawab “Saya kemarin mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) lewat OSS di DPMPTSP Dumai, tidak ada dikenakan biaya sama sekali. Prosesnya gratis, cuma isi data di sistem OSS dan datang sebentar ke kantor untuk memastikan dokumen lengkap”. Kemudian beliau kembali menjawab “Menurut saya bagus sekali karena gratis. Kalau harus bayar mungkin saya mikir-mikir dulu untuk urus NIB. Tapi karena tidak ada biaya, jadi saya langsung mau ngurus, dan sekarang usaha saya sudah punya izin resmi”.
	Selanjutnya penulis juga mewawancarai Bapak Zulkifli sebagai masyarakat yang mengurus perizinan melalui OSS dengan layanan Nomor Induk Berusaha (NIB). Beliau menjelaskan bahwa proses pengurusan NIB di DPMPTSP Kota Dumai tidak dikenakan biaya sama sekali, mulai dari pengisian data di sistem OSS hingga verifikasi dokumen di kantor, semuanya gratis. Menurut beliau, kebijakan perizinan OSS yang digratiskan ini sangat membantu masyarakat karena tidak membebani biaya tambahan. Jika harus membayar, mungkin dirinya akan berpikir ulang untuk mengurus izin, namun karena gratis, ia merasa lebih terdorong untuk segera mengurus NIB sehingga usahanya kini sudah memiliki izin resmi.	
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DPMPTSP Kota Dumai maupun masyarakat, dapat disimpulkan bahwa kebijakan layanan perizinan OSS yang digratiskan benar-benar berjalan baik dan dirasakan manfaatnya secara nyata. Dari pihak instansi, layanan gratis ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang transparan, adil, dan tidak membebani masyarakat. Seluruh proses, mulai dari pendaftaran online, pengisian data, hingga verifikasi dokumen di kantor, dilakukan tanpa pungutan biaya, sehingga semakin banyak pelaku usaha terdorong untuk mengurus izin secara resmi. Sementara itu, dari sisi masyarakat, kebijakan ini dinilai sangat membantu, terutama bagi pelaku UMKM yang terbatas secara finansial, karena dapat meringankan beban biaya usaha sekaligus memberi semangat untuk mendaftarkan usaha mereka. Dengan demikian, kejelasan informasi mengenai biaya serta penerapan layanan gratis OSS tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Dumai.
5. Empati atau Tingkat Hubungan yang Intens, Menghargai, dan Menghormati antara Pemberi Pelayanan dengan Publik yang Dilayani
Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Hendra selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai sebagai berikut:
“Menurut pendapat Bapak, bagaimana sikap petugas saat melayani masyarakat dalam proses perizinan online?” Beliau menjawab “Petugas selalu menekankan keramahan, kesopanan, dan profesionalisme. Mereka juga mengikuti pelatihan berkala, sehingga masyarakat umumnya merasa puas karena dibantu sampai proses selesai, termasuk yang belum terbiasa dengan sistem online”. Lalu penulis bertanya lagi “Menurut pendapat Bapak, Apakah petugas pelayanan sudah bersedia membantu dan menanggapi keluhan atau kesulitan yang terjadi saat proses pelayanan online melalui OSS ini dengan baik?”. Beliau menjawab “Ya, petugas siap membantu dan menanggapi keluhan secara langsung, baik terkait akses sistem maupun prosedur. Walaupun terkadang harus menunggu saat ramai, setiap keluhan ditangani agar pelayanan tetap cepat, ramah, dan solutif”.
Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Hendra selaku Kepala DPMPTSP Kota Dumai, beliau menekankan bahwa sikap petugas dalam melayani masyarakat selalu menjadi perhatian utama dengan menekankan aspek keramahan, kesopanan, dan profesionalisme. Petugas juga rutin diberikan pelatihan agar mampu memberikan pelayanan yang optimal, sehingga masyarakat merasa puas karena dibantu hingga proses selesai, terutama bagi yang belum terbiasa menggunakan sistem online. Menurut beliau, petugas selalu siap membantu dan menanggapi keluhan masyarakat baik terkait akses sistem maupun prosedur, dengan memberikan bimbingan secara langsung. Walaupun terkadang masyarakat harus menunggu antrian saat kondisi ramai, setiap keluhan tetap ditangani dengan komitmen pelayanan yang cepat, ramah, dan solutif sehingga masyarakat benar-benar merasa terbantu.
Selanjutnya penulis kembali bertanya dengan Ibu Dewi Darmawanti selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dengan pertanyaan yang sama, dan jawaban beliau sebagai berikut:
Beliau menjawab “Sikap petugas di DPMPTSP selalu kami tekankan untuk ramah, sopan, dan melayani dengan profesional. Kami memberikan arahan dan pelatihan agar pelayanan bisa maksimal. Dari yang saya lihat, petugas sudah cukup membantu masyarakat, terutama yang belum paham cara menggunakan OSS”. Kemudian beliau kembali menjawab “Ya, petugas kami bersedia membantu dan menanggapi keluhan masyarakat. Kalau ada kesulitan, mereka akan mencoba menyelesaikannya secepat mungkin. Memang kalau sedang ramai, masyarakat perlu menunggu giliran, tapi semua keluhan tetap kami tanggapi. Tujuannya agar masyarakat pulang dengan pelayanan yang memuaskan”.
Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dewi Darmawanti selaku Sekretaris DPMPTSP Kota Dumai, sikap petugas dalam melayani masyarakat selalu diarahkan untuk ramah, sopan, dan profesional, bahkan didukung dengan arahan serta pelatihan agar pelayanan lebih maksimal. Menurut beliau, petugas sudah cukup membantu terutama bagi masyarakat yang belum memahami cara penggunaan OSS, serta selalu bersedia menanggapi keluhan atau kesulitan yang muncul. Meskipun saat kondisi ramai masyarakat perlu menunggu giliran, namun setiap keluhan tetap ditangani dengan tujuan agar masyarakat memperoleh pelayanan yang memuaskan.
Selanjutnya penulis kembali bertanya dengan Bapak Rodiansyah selaku Penjamin Mutu Produk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dengan pertanyaan yang sama, dan jawaban beliau sebagai berikut:
Beliau menjawab “Kalau saya menilai, petugas di DPMPTSP sudah menunjukkan sikap yang cukup baik dalam melayani masyarakat. Mereka tidak hanya menjalankan tugas secara formal, tetapi juga berusaha memberikan rasa nyaman kepada pemohon izin. Misalnya dengan menjawab pertanyaan secara jelas dan tidak terburu-buru. Hal ini penting supaya masyarakat merasa dihargai ketika mengurus perizinan secara online”. Kemudian beliau kembali menjawab “Ya, selama ini petugas selalu siap membantu kalau ada masyarakat yang mengalami kesulitan. Biasanya kendala ada pada penggunaan sistem online, dan petugas langsung memberikan arahan sampai masyarakat paham. Jadi menurut saya tanggapan dan bantuan dari petugas sudah cukup baik”.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rodiansyah selaku Penjamin Mutu Produk DPMPTSP Kota Dumai, dapat diketahui bahwa sikap petugas dalam melayani masyarakat dinilai sudah cukup baik karena tidak hanya menjalankan tugas secara formal, tetapi juga berusaha memberikan rasa nyaman dengan menjawab pertanyaan secara jelas dan tidak terburu-buru. Selain itu, petugas juga dinilai selalu siap membantu ketika masyarakat mengalami kesulitan, terutama dalam penggunaan sistem online, dengan memberikan arahan sampai benar-benar dipahami. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan sudah berjalan cukup baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Selanjutnya pertanyaan yang sama juga penulis tanyakan dengan Bapak Reos selaku masyarakat yang mengurus perizinan Pendaftaran UMKM melalui OSS sebagai berikut:
“Menurut pendapat Bapak, bagaimana sikap petugas saat melayani masyarakat dalam proses perizinan online?”Beliau menjawab “Ada yang ramah, ada juga yang jutek, pas yang kedua kali saya ke sana, kebetulan saya dapat yang agak jutek jadi saya agak kesal sedikit”. Lalu penulis bertanya lagi “Menurut pendapat Bapak, Apakah petugas pelayanan sudah bersedia membantu dan menanggapi keluhan atau kesulitan yang terjadi saat proses pelayanan online melalui OSS ini dengan baik?”. Beliau menjawab “Sudah, walaupun ada beberapa yang agak kurang menyenangkan saat menanggapinya, tapi mereka sudah membantu dengan baiklah”. Kemudian penulis menanyakan lagi “kalau boleh tau pak, sikap kurang menyenangkannya itu bagaimana ya pak?”. Beliau menjawab “Ya, kadang ada juga petugas yang sikapnya agak ketus gitu, jadi rasanya kurang enak kalau kita bertanya. Tapi meskipun begitu, tetap ditanggapi juga kok, cuma mungkin bahasanya saja yang bikin kurang nyaman”.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Reos selaku masyarakat yang mengurus perizinan melalui OSS untuk Pendaftaran UMKM, diketahui bahwa sikap petugas dalam melayani masyarakat cukup beragam, ada yang ramah dan ada pula yang terkesan jutek sehingga menimbulkan rasa kurang nyaman ketika bertanya. Namun demikian, beliau menegaskan bahwa secara keseluruhan petugas tetap bersedia membantu dan menanggapi keluhan atau kesulitan yang dihadapi masyarakat, meskipun terkadang cara penyampaian mereka terasa agak ketus. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masih ada kekurangan pada aspek sikap dan komunikasi, pelayanan OSS tetap berjalan baik karena masyarakat tetap mendapatkan bantuan dan solusi dari petugas.
Kemudian Penulis bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Taufik sebagai masyarakat yang menggunakan OSS juga untuk mengurus perizinan Izin Usaha Perdagangan sebagai berikut:
Beliau menjawab “Petugasnya ramah pas saya hubungi untuk tanya-tanya. Mereka jelasin dengan bahasa yang gampang dimengerti, jadi saya nggak bingung”. Kemudian beliau kembali menjawab “Iya, mereka mau membantu. Waktu saya nanya soal cara upload berkas, langsung dikasih panduan yang jelas lewat chat. Jadi cepat terselesaikan”.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Taufik selaku masyarakat yang menggunakan OSS untuk mengurus Izin Usaha Perdagangan di DPMPTSP Kota Dumai, diketahui bahwa sikap petugas pelayanan dinilai ramah dan komunikatif. Petugas mampu menjelaskan prosedur dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, beliau juga menuturkan bahwa petugas bersedia membantu serta menanggapi keluhan dengan baik. Hal ini terbukti ketika beliau mengalami kesulitan saat mengunggah berkas, petugas segera memberikan panduan yang jelas melalui layanan chat, sehingga permasalahan dapat terselesaikan dengan cepat. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan OSS sudah berjalan dengan baik karena adanya sikap ramah, kesediaan membantu, serta komunikasi yang efektif dari petugas kepada masyarakat.
Lalu penulis juga bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Zulkifli sebagai masyarakat yang mengurus perizinan Nomor Induk Berusaha melalui OSS sebagai berikut:
Beliau menjawab “Petugasnya ramah kok, sabar juga orang tu jelasinnya pas saya nggak ngerti”. Kemudian beliau kembali menjawab “Iya mereka biasanya bantu, Cuma harus nunggu antrian juga, jadi agak lama sedikit”.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zulkifli selaku masyarakat yang mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS di DPMPTSP Kota Dumai, diketahui bahwa sikap petugas dalam memberikan pelayanan dinilai ramah dan sabar, terutama saat menjelaskan prosedur kepada masyarakat yang belum memahami prosesnya. Selain itu, petugas juga bersedia membantu serta menanggapi keluhan atau kesulitan yang dialami masyarakat selama proses pelayanan berlangsung. Hanya saja, beliau menambahkan bahwa masyarakat tetap harus menunggu antrian, sehingga terkadang proses pelayanan membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pelayanan sudah baik, meskipun dari sisi waktu masih perlu ditingkatkan agar lebih efisien.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak internal DPMPTSP Kota Dumai (Kepala Dinas, Sekretaris, dan Penjamin Mutu Produk) serta masyarakat pengguna layanan OSS, dapat disimpulkan bahwa sikap petugas dalam memberikan pelayanan perizinan online pada umumnya dinilai ramah, sopan, profesional, dan cukup membantu, khususnya bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan sistem. Petugas juga rutin diberikan arahan dan pelatihan agar mampu memberikan pelayanan optimal, responsif terhadap keluhan, serta siap membimbing hingga permasalahan selesai. Dari sisi masyarakat, sebagian besar menilai bahwa pelayanan yang diterima cukup baik, komunikatif, dan solutif, meskipun masih terdapat pengalaman kurang menyenangkan seperti sikap petugas yang terkesan jutek atau ketus serta adanya waktu tunggu akibat antrian saat kondisi ramai. Dengan demikian, pelayanan OSS di DPMPTSP Kota Dumai dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, ramah, dan membantu, namun masih perlu peningkatan pada aspek konsistensi sikap petugas serta efisiensi waktu pelayanan agar masyarakat semakin merasa puas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem Online Single Submission (OSS) di DPMPTSP Kota Dumai secara umum telah berjalan dengan baik dalam meningkatkan aksesibilitas layanan perizinan. Sistem ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki pemahaman teknologi untuk mengakses dan menyelesaikan perizinan secara mandiri, sementara bagi masyarakat yang kurang memahami sistem digital, telah tersedia pendampingan dari petugas sehingga layanan tetap dapat diakses secara merata oleh seluruh kalangan.
Penerapan OSS terbukti memberikan manfaat signifikan, antara lain efisiensi waktu, transparansi proses, jaminan keamanan data, serta kebijakan perizinan gratis yang meringankan beban masyarakat. Hal ini mendorong meningkatnya kepatuhan dalam mengurus izin usaha secara resmi. Sistem keamanan data yang dikelola pemerintah pusat juga telah dilengkapi dengan pengamanan berlapis, sehingga mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap data pemohon izin. Selain itu, sikap petugas yang ramah, responsif, dan solutif turut memperkuat kepercayaan publik terhadap kualitas pelayanan di DPMPTSP Kota Dumai.
Namun, penelitian ini juga menemukan adanya beberapa tantangan yang masih perlu diperbaiki, terutama terkait keterbatasan jaringan internet, kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap layanan digital, serta variasi pengalaman pelayanan di lapangan. Kendala tersebut berpotensi mengurangi efektivitas sistem apabila tidak segera diatasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah berkelanjutan berupa peningkatan infrastruktur jaringan, penyediaan cadangan sistem yang stabil, serta pelaksanaan program edukasi digital kepada masyarakat.
C. Dampak dari Kualitas Pelayanan Perizinan Online Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai
Pelayanan perizinan online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai memberikan dampak yang cukup besar pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui sistem digital yang menekankan pada kemudahan, kecepatan, dan transparansi, masyarakat semakin terdorong untuk mengurus izin secara mandiri tanpa harus menunggu lama ataupun datang berulang kali ke kantor. Hal ini berdampak positif dalam memperluas akses pelayanan dasar yang lebih efisien bagi seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, pelayanan perizinan online juga membantu mengurangi beban biaya dan waktu masyarakat. Dengan adanya pelayanan yang dapat diakses dari rumah, masyarakat dapat mengalokasikan waktu dan biaya untuk keperluan lain, baik dalam kegiatan usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Dampak nyata terlihat pada meningkatnya kepuasan masyarakat dalam mengurus izin serta adanya pengalaman pelayanan yang lebih praktis, cepat, dan mudah dijangkau. Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik yang semakin modern dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
Di sisi lain, pelayanan perizinan online turut mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan layanan berbasis teknologi. Melalui bimbingan dan pendampingan dari petugas, masyarakat yang sebelumnya awam dengan sistem digital menjadi lebih terbiasa dan mandiri. Perubahan ini membuka wawasan baru untuk beradaptasi dengan pelayanan modern, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada proses manual. Dengan demikian, pelayanan ini tidak hanya berperan sebagai sarana administrasi, tetapi juga sebagai media pembentukan perilaku positif masyarakat dalam berinteraksi dengan layanan publik.
1. Harga Produk Layanan yang Terjangkau, Proporsional, dan Adil
Pelayanan perizinan online melalui OSS di DPMPTSP Kota Dumai memberikan dampak positif yang nyata terutama dari sisi harga layanan yang adil. Kebijakan perizinan gratis sangat meringankan beban masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan usaha kecil yang modalnya terbatas. Dengan tidak adanya biaya tambahan, masyarakat lebih termotivasi untuk segera mengurus izin secara resmi. Hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah usaha yang memiliki legalitas, sehingga kegiatan usaha menjadi lebih tertib, dan terlindungi secara hukum.
2. Jaminan Keamanan dan Privasi terhadap Produk Pelayanan
Selain itu, jaminan keamanan dan privasi data juga menjadi salah satu faktor penting yang mendorong kepercayaan masyarakat terhadap layanan OSS. Penegasan bahwa data pribadi hanya digunakan untuk kepentingan perizinan serta adanya sistem pengamanan berlapis membuat masyarakat merasa lebih aman dan nyaman. Rasa yakin ini semakin diperkuat dengan tidak adanya kasus kebocoran data, sehingga pemohon lebih percaya diri dalam menyerahkan dokumen penting. Dengan demikian, pelayanan OSS tidak hanya memberikan kemudahan administratif, tetapi juga memberikan kepastian bahwa data pribadi terlindungi dengan baik.
3. Empati atau Tingkat Hubungan yang Intens, Menghargai, dan Menghormati antara Pemberi Pelayanan dengan Publik yang Dilayani
Dari sisi empati dan sikap petugas, pelayanan yang ramah, sopan, dan profesional memberikan pengalaman positif bagi masyarakat. Petugas selalu berusaha membimbing secara langsung masyarakat yang mengalami kesulitan, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan sistem online. Hal ini membuat masyarakat merasa dihargai dan terbantu, sehingga menumbuhkan kepercayaan serta kepuasan dalam menggunakan layanan publik. Bahkan ketika terjadi kendala, kesediaan petugas untuk menanggapi keluhan dengan sabar menjadi salah satu dampak positif dalam menciptakan lingkungan pelayanan yang lebih nyaman dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

BAB VI
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
1. Kualitas Pelayanan Perizinan Online pada DPMPTSP Kota Dumai
Kualitas pelayanan perizinan online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai mencakup serangkaian proses pelayanan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian kepada masyarakat dalam pengurusan izin. Kehadiran sistem digital ini menjadi salah satu langkah nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta mendukung tercapainya reformasi birokrasi. Melalui pelayanan online, masyarakat dapat mengakses layanan secara lebih praktis tanpa harus berulang kali datang ke kantor pelayanan. Dengan demikian, pelayanan ini tidak hanya menghadirkan kemudahan administrasi, tetapi juga menjadi strategi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pelayanan publik agar lebih transparan, akuntabel, dan responsif.
Pelayanan perizinan online di Kota Dumai dianalisis dengan menggunakan lima indikator kualitas pelayanan menurut Ismail Nurdin (2019), yaitu sarana pelayanan dalam menunjang pemberian pelayanan, keandalan metode dan sistem pelayanan yang efektif dan efisien, jaminan keamanan dan privasi terhadap produk pelayanan, harga produk layanan yang terjangkau, proporsional, dan adil, serta empati atau tingkat hubungan yang intens, menghargai, dan menghormati antara pemberi pelayanan dengan publik yang dilayani. Kelima indikator ini menjadi tolok ukur dalam melihat sejauh mana kualitas layanan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta memberikan kepuasan bagi pengguna layanan.
1. Sarana Pelayanan dalam Menunjang Pemberian Pelayanan
Sistem OSS telah membantu mempermudah proses perizinan, baik bagi masyarakat yang terbiasa menggunakan teknologi maupun yang kurang familiar seperti pelaku usaha kecil dan lanjut usia. Kehadiran petugas, dan panduan menjadi pendampingan penting agar layanan tetap berjalan. Dari sisi fasilitas, ruang pelayanan, papan informasi, serta sarana konsultasi sudah cukup memadai, meskipun masih terdapat kendala jaringan yang kurang stabil masih sering terjadi. Karena itu, peningkatan infrastruktur, seperti ruang khusus OSS (Online Single Submission)  dengan koneksi lebih baik dan penambahan komputer, tetap diperlukan agar pelayanan lebih optimal dan merata.
2. Keandalan Metode dan Sistem  Pelayanan yang Efektif dan Efisien
Waktu penyelesaian layanan perizinan online melalui OSS (Online Single Submission)  di DPMPTSP Kota Dumai pada umumnya sesuai estimasi dan bahkan dapat lebih cepat jika persyaratan lengkap, meskipun masih terjadi keterlambatan akibat verifikasi ulang dokumen atau kendala teknis dari sistem pusat. Pengalaman masyarakat pun beragam, sebagian merasa lancar sementara yang lain mengalami hambatan seperti error sistem, loading lama, atau sulit login yang menimbulkan ketidakpastian waktu. Meski demikian, responsivitas petugas dalam memberikan bantuan baik langsung maupun online dinilai cukup membantu. Oleh karena itu, meskipun OSS sudah berjalan baik, peningkatan stabilitas jaringan dan keandalan sistem tetap diperlukan agar pelayanan lebih konsisten, efisien, dan mampu memberikan kepastian waktu bagi masyarakat.
3. Jaminan Keamanan dan Privasi terhadap Produk Pelayanan
DPMPTSP Kota Dumai telah menjadikan perlindungan data pribadi pemohon sebagai prioritas utama dalam pelayanan OSS dengan memastikan data hanya digunakan untuk kepentingan perizinan, dikelola sesuai aturan, dan dilindungi melalui sistem keamanan berlapis yang diawasi oleh pemerintah pusat. Hal ini membuat masyarakat pada umumnya merasa cukup aman karena adanya akun pribadi dan sistem verifikasi, meskipun sebagian masih menilai penjelasan terkait perlindungan data belum sepenuhnya jelas sehingga menimbulkan sedikit keraguan. Walaupun sejauh ini belum ditemukan kasus kebocoran data, peningkatan transparansi, pengawasan, dan edukasi tetap diperlukan agar kepercayaan masyarakat terhadap keamanan OSS semakin kuat dan terjaga secara berkelanjutan.
4. Harga Produk Layanan yang Terjangkau, Proporsional, dan Adil
Kebijakan layanan perizinan yang digratiskan sudah berjalan baik dan memberi manfaat nyata bagi publik. Dari sisi instansi, layanan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan pelayanan yang transparan, adil, dan bebas pungutan biaya, sehingga semakin banyak pelaku usaha terdorong untuk mengurus izin secara resmi. Dari sisi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, kebijakan ini sangat membantu karena meringankan beban finansial sekaligus memberi motivasi untuk mensertifikasi usahanya. Dengan demikian, penerapan layanan gratis OSS tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga berkontribusi positif dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Dumai.
5. Empati atau Tingkat Hubungan yang Intens, Menghargai, dan Menghormati antara Pemberi Pelayanan dengan Publik yang Dilayani
Sikap petugas DPMPTSP Kota Dumai dalam pelayanan OSS (Online Single Submission)  umumnya ramah, profesional, dan membantu, meski masih ada masyarakat yang menemukan sikap kurang menyenangkan serta antrean panjang saat ramai. Secara keseluruhan, pelayanan sudah baik, tetapi perlu peningkatan konsistensi sikap dan efisiensi waktu agar kepuasan lebih maksimal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem Online Single Submission (OSS) di DPMPTSP Kota Dumai secara umum telah berjalan baik dengan memberikan kemudahan akses, efisiensi waktu, transparansi, jaminan keamanan data, serta kebijakan perizinan gratis yang meringankan beban masyarakat. Dukungan fasilitas pelayanan dan sikap petugas yang ramah serta solutif turut meningkatkan kepercayaan publik untuk mengurus izin usaha secara resmi. Namun, kendala berupa keterbatasan jaringan internet, kurangnya pemahaman sebagian masyarakat, serta inkonsistensi dalam interaksi pelayanan masih menjadi tantangan yang perlu diperbaiki. Dengan optimalisasi infrastruktur, edukasi digital, dan peningkatan kualitas pelayanan, sistem OSS berpotensi semakin memperkuat legalitas usaha, mendukung iklim investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Dumai.
2. Dampak Pelayanan Perizinan Online pada DPMPTSP Kota Dumai
Pelayanan perizinan online yang diterapkan oleh DPMPTSP Kota Dumai memberikan dampak yang cukup penting terhadap kualitas pelayanan publik. Kehadiran sistem berbasis digital ini telah mengubah birokrasi yang sebelumnya identik dengan proses manual, lamban, dan berbelit, menjadi lebih cepat, sederhana, dan terukur. Masyarakat tidak lagi terbatas oleh jarak maupun waktu, karena pengurusan izin dapat dilakukan dari rumah atau tempat usaha mereka masing-masing. Hal ini menjadikan pelayanan online sebagai sebuah inovasi yang benar-benar dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, terutama bagi pelaku usaha yang membutuhkan kepastian hukum dan legalitas dalam menjalankan usahanya.
Selain memberikan kemudahan, pelayanan online juga membawa perubahan mendasar dalam hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Jika sebelumnya muncul ketidakpercayaan karena adanya prosedur yang tidak transparan, maka kini masyarakat dapat memantau sendiri perkembangan proses izin yang diajukan. Dengan demikian, tingkat kepercayaan publik terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu semakin meningkat, karena sistem ini menegaskan bahwa pelayanan publik dapat dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan. Dampak ini tidak hanya menyentuh dimensi administratif, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan ekonomi, di mana pelayanan yang lebih cepat dan pasti akan berdampak pada kelancaran kegiatan usaha, investasi, serta pertumbuhan ekonomi lokal.
Penelitian juga menemukan bahwa meskipun pelayanan online membawa dampak positif, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat optimalisasi kualitas layanan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur jaringan internet di beberapa wilayah Kota Dumai, rendahnya literasi digital masyarakat sehingga sebagian masih kesulitan menggunakan aplikasi, serta gangguan teknis pada sistem yang kadang menunda proses pelayanan. Selain itu, keterbatasan jumlah petugas yang harus melayani banyak pemohon membuat pendampingan belum sepenuhnya maksimal. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan online harus didukung oleh kesiapan teknologi, sumber daya manusia, dan edukasi masyarakat secara berkelanjutan.


B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian mengenai kualitas pelayanan perizinan online pada DPMPTSP Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa meskipun pelayanan berbasis digital telah memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar pelaksanaannya semakin optimal. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, petugas pelayanan, maupun masyarakat sebagai pengguna layanan. 
1. Bagi Pemerintah Daerah dan DPMPTSP Kota Dumai 
Pemerintah daerah bersama DPMPTSP perlu memperkuat infrastruktur teknologi informasi, terutama kestabilan jaringan internet serta pengembangan aplikasi perizinan yang ramah pengguna. Hal ini penting agar masyarakat di seluruh wilayah Kota Dumai dapat merasakan manfaat layanan secara merata tanpa hambatan teknis. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai prosedur pelayanan online harus ditingkatkan, baik melalui media digital maupun tatap muka langsung. Dengan adanya sosialisasi yang berkesinambungan, masyarakat akan lebih paham alur pelayanan sehingga mampu menggunakan sistem secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada petugas. 


1. Bagi Petugas Pelayanan DPMPTSP 
Petugas pelayanan diharapkan dapat lebih proaktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama bagi mereka yang masih mengalami kesulitan menggunakan sistem online. Peningkatan keterampilan teknis dalam mengoperasikan aplikasi serta kemampuan komunikasi sangat diperlukan agar pelayanan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan edukasi tambahan kepada masyarakat. Petugas juga perlu mengoptimalkan peran sebagai pendamping yang mampu membimbing masyarakat mengenai pentingnya legalitas usaha, literasi digital, dan pemanfaatan layanan publik secara berkelanjutan. Dengan demikian, kehadiran petugas akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kota Dumai. 
1. Bagi Masyarakat atau Pemohon Izin 
Masyarakat diharapkan dapat lebih aktif dan mandiri dalam memanfaatkan layanan perizinan online dengan memahami alur prosedur serta menyiapkan dokumen yang dibutuhkan secara lengkap. Pemohon juga perlu menggunakan layanan online secara bijak tanpa melibatkan pihak ketiga yang tidak resmi, sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan lebih cepat, aman, dan transparan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi maupun pelatihan yang diselenggarakan DPMPTSP akan meningkatkan pemahaman mereka terhadap sistem, sehingga layanan dapat digunakan secara optimal dan mandiri. 
1. Untuk Pengembangan ke Depan 
DPMPTSP disarankan untuk melakukan evaluasi secara rutin terhadap kinerja pelayanan online, termasuk penilaian kepuasan masyarakat, guna mengetahui kelemahan dan memperbaikinya secara berkelanjutan. Pengembangan fitur umpan balik (feedback) dalam aplikasi perizinan online juga diperlukan agar masyarakat dapat menyampaikan kritik, saran, maupun kendala yang dihadapi secara langsung. Ke depan, pelayanan online perlu diperluas dengan mengintegrasikan sistem perizinan dengan layanan publik lainnya, termasuk mekanisme pembayaran retribusi secara digital. Langkah ini akan memperkuat konsep pelayanan terpadu satu pintu berbasis digital, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.
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PENGANTAR WAWANCARA (INTERVIEW) PENELITIAN  
(ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN ONLINE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA DUMAI)
A. PERMOHONAN
Dumai,  Agustus 2025
Perihal: Permohonan Wawancara Yth,
Bapak/Ibu/Saudara/i pegawai
DPMPTSP Kota Dumai
Di-
	Tempat
Dengan Hormat,
	Dalam rangka penulisan skripsi pada Sekolah Tinggi ilmu Administrasi (STIA) lancang Kuning Dumai, dan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1). Adapun judul penelitian ini adalah “Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan Online Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai”.
Sehubungan dengan hal tersebut penulis memohon Bapak/Ibu/Saudara/l pegawai untuk kesediaannya menjawab wawancara yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang akan penulis ajukan. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk keperluan penelitian tanpa mempengaruhi prestasi kerja siapapun dan wawancara ini akan terjaga kerahasiaannya.
Atas kesediaannya Bapak/Ibu/Saudara/l pegawai untuk memberikan bantuan yang sangat berharga nilainya, penulis ucapkan terima kasih,
						     Hormat Saya


SILTIA HELMA RIDA
								2110090811043

VERBATIM WAWANCARA
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN ONLINE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA DUMAI
B. Identitas Informan
Nama Informan	:..........................................................................
Usia	:..........................................................................
Hari/Tanggal	:..........................................................................
Waktu	:..........................................................................
Pendidikan 	:..........................................................................
Jabatan	:.............................................................................
Masa Kerja	:..............................................................................
C. Pertanyaan Wawancara :

· Indikator : Sarana Pelayanan dalam Menunjang Pemberian Pelayanan
	Pewawancara
	Apakah menurut Bapak/ibu sistem pelayanan OSS (Online Single Submission) mudah diakses oleh masyarakat Kota Dumai dari berbagai latar belakang?

	Informan
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Pewawancara
	Menurut pendapat Bapak/ibu tentang fasilitas yang disediakan untuk membantu masyarakat mengurus izin lewat OSS di DPMPTSP Kota Dumai? 

	Informan
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................



· Indikator: Keandalan Terhadap Metode dan Sistem Pelayanan yang Efektif dan Efisien
	Pewawancara
	Menurut pendapat Bapak/ibu, apakah waktu penyelesaian layanan perizinan online sudah sesuai dengan estimasi atau standar waktu yang diinformasikan?

	Informan
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Pewawancara
	Menurut pendapat Bapak/ibu, bagaimana proses penggunaan sistem OSS, apakah sudah berjalan lancar dan minim gangguan teknis?

	Informan
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Pewawancara
	Menurut pendapat Bapak/ibu, jika terdapat kendala saat penggunaan sistem OSS, kapan biasanya waktu penyelesaian kendala tersebut? Apakah bisa terselesaikan dalam waktu 1 hari atau lebih?

	Informan
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................








· Indikator: Jaminan akan Keamanan dan Privasi terhadap Produk Pelayanan
	Pewawancara
	Menurut pendapat Bapak/ibu, apakah ada penjelasan atau informasi yang diberikan terkait perlindungan dan jaminan keamanan data pribadi?

	Informan
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Pewawancara
	Menurut pendapat Bapak/ibu, apakah sistem perizinan online melalui OSS ini sudah cukup aman dari ancaman kebocoran atau penyalahgunaan data?

	Informan
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................



· Indikator: Harga Produk Layanan yang Terjangkau, Proporsional, dan Adil
	Pewawancara
	Apakah ada biaya yang dikenakan dalam proses pengurusan izin melalui OSS di DPMPTSP Kota Dumai?

	Informan
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Pewawancara
	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kebijakan layanan perizinan OSS yang digratiskan ini, apakah sudah membantu meringankan masyarakat dalam mengurus izin usaha?




	Informan
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................



· Indikator: Empati atau tingkat hubungan yang intens dan saling menghargai serta menghormati antara pemberi pelayanan dengan publik yang dilayani
	Pewawancara
	Menurut pendapat Bapak/ibu, bagaimana sikap petugas saat melayani masyarakat dalam proses perizinan online?

	Informan
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Pewawancara
	Menurut pendapat Bapak/ibu, Apakah petugas pelayanan sudah bersedia membantu dan menanggapi keluhan atau kesulitan yang terjadi saat proses pelayanan online melalui OSS ini dengan baik?

	Informan
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................





PENGANTAR WAWANCARA (INTERVIEW) PENELITIAN  
(ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN ONLINE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA DUMAI)
A. PERMOHONAN
Dumai,  Agustus 2025
Perihal: Permohonan Wawancara Yth,
Bapak/Ibu/Saudara/i 
Masyarakat Pengguna Layanan OSS
Di-
	Tempat
Dengan Hormat,
	Dalam rangka penulisan skripsi pada Sekolah Tinggi ilmu Administrasi (STIA) lancang Kuning Dumai, dan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1). Adapun judul penelitian ini adalah “Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan Online Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai”.
Sehubungan dengan hal tersebut penulis memohon Bapak/Ibu/Saudara/l untuk kesediaannya menjawab wawancara yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang akan penulis ajukan. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk keperluan penelitian tanpa mempengaruhi prestasi kerja siapapun dan wawancara ini akan terjaga kerahasiaannya.
Atas kesediaannya Bapak/Ibu/Saudara/l Masyarakat Pengguna Layanan OSS untuk memberikan bantuan yang sangat berharga nilainya, penulis ucapkan terima kasih,
									   Hormat Saya


SILTIA HELMA RIDA
								2110090811043

VERBATIM WAWANCARA
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN ONLINE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA DUMAI
B. Identitas Informan
Nama Informan	:..........................................................................
Usia	:..........................................................................
Hari/Tanggal	:..........................................................................
Waktu	:..........................................................................
Pendidikan 	:..........................................................................
C. Pertanyaan Wawancara :

· Indikator : Sarana Pelayanan dalam Menunjang Pemberian Pelayanan
	Pewawancara
	Apakah menurut Bapak/ibu sistem pelayanan OSS (Online Single Submission) mudah diakses oleh masyarakat Kota Dumai dari berbagai latar belakang?

	Informan
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Pewawancara
	Menurut pendapat Bapak/ibu tentang fasilitas yang disediakan untuk membantu masyarakat mengurus izin lewat OSS di DPMPTSP Kota Dumai? 

	Informan
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................



· Indikator: Keandalan Terhadap Metode dan Sistem Pelayanan yang Efektif dan Efisien
	Pewawancara
	Menurut pendapat Bapak/ibu, apakah waktu penyelesaian layanan perizinan online sudah sesuai dengan estimasi atau standar waktu yang diinformasikan?

	Informan
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Pewawancara
	Menurut pendapat Bapak/ibu, bagaimana proses penggunaan sistem OSS, apakah sudah berjalan lancar dan minim gangguan teknis?

	Informan
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Pewawancara
	Menurut pendapat Bapak/ibu, jika terdapat kendala saat penggunaan sistem OSS, kapan biasanya waktu penyelesaian kendala tersebut? Apakah bisa terselesaikan dalam waktu 1 hari atau lebih?

	Informan
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................










· Indikator: Jaminan akan Keamanan dan Privasi terhadap Produk Pelayanan
	Pewawancara
	Menurut pendapat Bapak/ibu, apakah ada penjelasan atau informasi yang diberikan terkait perlindungan dan jaminan keamanan data pribadi?

	Informan
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Pewawancara
	Menurut pendapat Bapak/ibu, apakah sistem perizinan online melalui OSS ini sudah cukup aman dari ancaman kebocoran atau penyalahgunaan data?

	Informan
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................



· Indikator: Harga Produk Layanan yang Terjangkau, Proporsional, dan Adil
	Pewawancara
	Apakah ada biaya yang dikenakan dalam proses pengurusan izin melalui OSS di DPMPTSP Kota Dumai?

	Informan
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Pewawancara
	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kebijakan layanan perizinan OSS yang digratiskan ini, apakah sudah membantu meringankan masyarakat dalam mengurus izin usaha?




	Informan
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................



· Indikator: Empati atau tingkat hubungan yang intens dan saling menghargai serta menghormati antara pemberi pelayanan dengan publik yang dilayani
	Pewawancara
	Menurut pendapat Bapak/ibu, bagaimana sikap petugas saat melayani masyarakat dalam proses perizinan online?

	Informan
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Pewawancara
	Menurut pendapat Bapak/ibu, Apakah petugas pelayanan sudah bersedia membantu dan menanggapi keluhan atau kesulitan yang terjadi saat proses pelayanan online melalui OSS ini dengan baik?

	Informan
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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[bookmark: _GoBack]	Selama menjalani perkuliahan di STIA Lancang Kuning Dumai, penulis mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu yang sangat berharga, khususnya dalam bidang administrasi publik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua, keluarga, serta teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan. Berkat doa dan dukungan tersebut, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan Online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai” dengan baik dan tepat waktu

image2.png
© Kesoahon ok X [ KusltwsPelayar. X | & Historidownlos. X | @ siokadstiak-F X | @ kinapasyoyer X | @ Gmal x | @ saxap

c chatgpt.com/c/687a728-d6b4-8012-8538-369d631c0d95 Q & K M Verifkasi diri Anda

[ Semua Bookmark

Nomor Ponsel, Email, Username, atau NI

O

Kata Sand





image3.png
@ [ B ReNSTRA2016-2021.pdf x +

G @File CyUsers/silti/Downloads/Skripsi%20tia/RENSTRA-2016-2021.pdf

=% v V¥ Gambar v &

A | ap

Tanyakan ke Copilot

Gambar 2.1
'BAGAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAT

0 | winr | @

-

5

T

PO R PGSO

—F—

1

T

uer

=

na Suategls DPIPTSP 2016-2021

[34





image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image1.png




